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ABSTRAK 
YUGO ASMORO, 2009. ANALISIS STATUS DAN KEDUDUKAN KOMISI 
PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN 
INDONESIA. 
 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status dan kedudukan Komisi 
Pemberantasan Korupsi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia selain itu juga untuk 
mengatahui bagaimana perbandingannya Komisi Pemberantasan Korupsi yang ada di 
Indonesia dengan negara lainnya. 
 Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normative atau penulisan hukum 
kepustakaan. Yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka 
atau data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian dan kajian bahan-bahan 
pustaka. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik suatu 
kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. 
Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa  Bahwa Status Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga negara yang bersifat independen dan 
berkaitan dengan kekuasaan kehakiman tetapi tidak berada di bawah kekuasaan kehakiman. 
Dalam hal ini juga di tegaskan terkait status keberadaan sebuah lembaga negara,  Mahkamah 
Konstitusi menyatakan bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, instilah “lembaga 
negara” tidak selalu dimasukkan sebagai lembaga negara yang hanya disebutkan dalam 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 saja, atau yang dibentuk 
berdasarkan perintah konstitusi, tetapi juga ada lembaga negara lain yang dibentuk dengan 
dasar perintah dari peraturan di bawah konstitusi, seperti Undang-Undang dan bahkan 
Keputusan Presiden (Keppres). Sedangkan, ada yang berpendapat bahwa keberadaan Komisi 
Pemberantasan Korupsi adalah ekstra konstitusional adalah keliru. Karena, keberadaan 
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 
Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai bentuk politik hukum 
pemberantasan korupsi di tanah air. Dengan demikian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 
sebagai lembaga pemberantas korupsi yang kuat bukan berada di luar sistem ketatanegaraan, 
tetapi justru ditempatkan secara yuridis di dalam sistem ketatanegaraan yang rangka dasarnya 
sudah ada di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dan juga 
bahwa Kedudukan Organ lapis kedua dapat disebut lembaga negara saja. Ada yang mendapat 
kewenangannya dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
misalnya adalah Komisi Yudisial, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara; 
sedangkan lembaga yang sumber kewenanganya adalah undang-undang, misalnya, adalah 
Komnas HAM, Komisi Penyiaran Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi dan 
Sebagainya. Kedudukan kedua jenis lembaga negara tersebut dapat disebandingkan satu sama 
lain. Hanya saja, kedudukannya meskipun tidak lebih tinggi, tetapi jauh lebih kuat. 
Keberadaannya disebutkan secara emplisit dalam undang-undang, sehingga tidak dapat 
ditiadakan atau dibubarkan hanya karena kebijakan pembentuk undang-undang. 
Sedangkan perbandingan Komisi Pemberantasan Korupsi yang ada di Indonesia 
dengan yang ada di negara lain adalah Bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang 
ada di Indonesia apabila di bandingkan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi di negara 
lainnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia, jauh lebih luas wewenangnya 
bahkan menjadi super body karena dalam hal penyidikan delik korupsi lembaga ini lebih 
tinggi dari Jaksa Agung, karena dapat mengambil alih perkara dari kejaksaan bahkan 
mensupervisi lembaga Kejaksaan dan Kepolisian dalam penyidikan delik korupsi walaupun 
dalam praktiknya tidak mampu dilakukan.  
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MOTTO 
 
“…..Allah meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang 
diberi Ilmu Pengetahuan beberapa derajat….” 
              (QS. Mujaadilah : 11) 
“Ora et Labora” Belajar dan Berdoa. 
“Ilmu itu akan melapangkan hati, meluaskan cara pandang, dan membuka cakrawala ” 
      (DR. A’idh Al-Qarni) 
“Empat perkara yang mendatangkan kebahagiaan; buku yang bermanfaat, anak yang baik, 
isteri yang ia cintai, dan teman bergaul yang shalih” 
                  (DR. A’idh Al-Qarni) 
“Di antara bentuk kebahagiaan adalah kemampuan untuk mengatasi rintangan dan kesulitan. 
Nikmatnya kemenangan tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan apapun, dan 
kegembiraan yang disebabkan oleh keberhasilan tidak bisa disamakan dengan kegembiraan 
manapun” 
                  (DR. A’idh Al-Qarni) 
“Pertanda kebodohan adalah suka membuang waktu, menunda taubat, bergantung kepada 
orang lain, durhaka kepada orang tua, dan  menyebarkan rahasia orang lain” 
                  (DR. A’idh Al-Qarni) 
“Pengetahuan, pengalaman, dan wawasan, jauh lebih baik daripada tumpukan harta. Sebab, 
gembira dengan harta adalah sifat binatang, sedangkan gembira dengan ilmu pengetahuan 
adalah sifat manusia” 
                  (DR. A’idh Al-Qarni) 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. LATAR BELAKANG  
Sejak terjadinya amandemen Undang-undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 selama empat kali mulai tahun 1999 sampai dengan 2002, 
Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) yang saat itu diketuai oleh M. Amein Rais. 
Hal ini setelah pascareformasi bergulir, seakan bangsa Indonesia akan memulai hidup 
baru dengan menata stuktur ketatanegaraan yang ada dengan melalui amandemen 
UUD Negara RI Tahun 1945.  
  Dalam kelembagaan negara juga mengalami banyak perkembangan yang 
diantaranya setelah adanya amandemen tersebut banyak lembaga Negara baru yang 
dibentuk setelah perubahan UUD Negara RI Tahun 1945, bahkan sistem 
ketatanegaraan mengalami banyak perubahan, mulai dari adanya lembaga baru yang 
ditambah dalam amandemen seperti mahkamah konstitusi dan komisi yudisial, ada 
juga lembaga negara yang dihapus dari stuktur kelembagaan negara setelah perubahan 
UUD Negara RI Tahun 1945 yaitu Dewan Pertimbangan Agung (DPA). 
  Di Indonesia, perkembangan munculnya lembaga-lembaga baru sebagai wujud 
dilakukannya perubahan UUD Negara RI Tahun 1945. Lembaga baru tersebut biasa 
dikenal dengan sebutan state auxialiary organ atau state auxialiary institutions yang 
dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai lembaga negara bantu dan dalam hal ini 
hanya sebagai lembaga negara yang bersifat penunjang.( Rizky Argama :2007)  
  Lembaga negara terkadang disebut dengan istilah lembaga pemerintah, 
lembaga pemerintahan non-departemen, atau lembaga negara saja. Ada yang dibentuk 
berdasarkan atau karena diberi kekuasaan oleh UUD, ada pula yang dibentuk dan 
mendapatkan kekuasaannya dari UU, dan bahkan ada pula yang dibentuk berdasarkan 
Keputusan Presiden. (Jimly Asshiddiqie. 2007)  
  Lembaga negara bantu yang baru dibentuk setelah reformasi di Indonesia 
adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pembentukan komisi ini sebagai 
amanat dari ketentuan pasal 43 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-
undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. 
Kemudian dibentuklah Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Korupsi yang sah didirikan dan mempunyai legitimasi untuk 
menjalakan tugasnya mulai tanggal 27 Desember 2002.  
Lembaga ini dibentuk sebagai wujud karena sulitnya pemberantasan korupsi 
di Indonesia, disamping itu pemberantasan korupsi di Indonesia belum dapat 
dilaksanakan secara optimal. Pembentukan KPK juga dengan pertimbangan bahwa 
pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh lembaga pemerintah belum berfungsi 
secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, pemberantasan tindak pidana korupsi perlu 
ditingkatkan secara professional, intensif, dan berkesinambungan karena korupsi telah 
merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan 
nasional. Namun, dengan dibentuknya KPK diperlukan kejelasan dalam hal 
pembagian tugas, wewenang, dan fungsi sebagai lembaga bantu dengan lembaga-
lambaga negara lainnya sehingga tidak terjadi tumbukan-tumbukan diantara lembaga 
negara tersebut dalam menjalankan tugasnya. Dalam hal ini KPK dinilai memiliki 
ketumpang tindihan dengan kepolisian dan kejaksaan terkait mengenai pemeriksaan, 
penyadapan, menjebak, dan lain sebagainya. Yang menurut banyak kalangan 
merupakan tugas kepolisian dalam teknisnya di lapangan. Disamping tugas, 
wewenang dan fungsi KPK secara jelas diatur, disamping itu pembentukan KPK 
diharapkan dapat berjalan secara sinergi dengan lembaga lainnya agar dalam 
pemberantasan korupsi di Indonesia dapat optimal.  Maka yang tak kalah pentingnya 
adalah mengenai status dan kedudukan KPK tersebut dalam stuktur ketatanegaraan 
haruslah jelas pula agar tidak menimbulkan multitafsir di kalangan masyarakat, 
diperlukan status dan kedudukan yang sejelas-jelasnya dalam sistem ketatanegaraan 
Indonesia sehingga bangsa Indonesia memiliki sistem ketatanegaraan yang jelas dan 
teratur.  
  Dengan adanya lembaga negara baru seperti KPK maka akan lebih baiknya 
untuk diketahui secara jelas bagaimana status dan kedudukannya dalam sistem 
ketatanegaraan yang berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 sebagai konstitusi dasar hukum tertinggi di Indonesia. Karena di 
Indonesia masalah keberadaan KPK yang sebagai “super body” masih banyak 
diperdebatkan oleh banyak kalangan terkait seharusnya KPK tidak perlu ada, karena 
tidak memperbaharui kinerja kepolisian dan kejaksaan, justru mempersulit kinerja 
kepolisian dan kejaksaan dalam melaksanakan tugas pemberantasan korupsi di 
Indonesia. KPK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia masih kabur keberadaannya, 
dengan adanya KPK banyak melanggar Hak Asasi Manusia, KPK yang 
kedudukannya lebih rendah dari lembaga negara lainnya dan hanya merupakan 
sebagai komisi seharusnya tidak perlu diberi kewenangan yang begitu luas.  
  Dari ulasan diatas keberadaan KPK masih banyak dipertanyakan. KPK yang 
sifatnya sebagai komisi negara masih memiliki permasalahan yang banyak, bahkan 
tidak dari kalangan masyarakat awan yang dibingungkan dengan keberadaan KPK, 
dari kalangan pembuat undang-undang dalam hal ini legislatif juga terheran dengan 
keberadaan KPK. Yang ternyata setelah adanya KPK segala bentuk korupsi baik yang 
ada di eksekutif, legislatif, dan yudikatif  langsung dapat diungkap. Bahkan ada 
wacana dari kalangan legislatif untuk membubarkan Komisi Pemberantasan Korupsi 
(KPK) yang baru dibentuk tanggal 27 Desember 2002 silam.  
  Keberadaan KPK memang menunjukkan bahwa kepolisian dan kejaksaan 
belum dapat bekerja secara optimal. KPK menunjukkan kinerjanya dalam 
mengungkap kasus-kasus korupsi besar di negeri ini. Dalam keberadaan KPK agar 
tidak menimbulkan berbagai ragam pertanyaan dan berbagai penafsiran sangat di 
perlukan penataan kembali sistem ketatanegaraan terkait keberadaan KPK dalam 
sistem ketatanegaraan sehingga KPK tidak menjadi bahan perbincangan yang 
berlarut-larut nantinya.  
  Penataan kelembagaan yang belum sepenuhnya dijalankan, Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga negara bantu yang berperan strategis 
dianggap belum jelas kedudukannya dalam sistem ketatanegaraan. Kewenangan yang 
diberikan oleh undang-undang di nilai belum cukup lengkap untuk menentukan KPK 
dalam sistem ketatanegaraan yang berdasarkan UUD Negara RI Tahun 1945. Bahkan 
pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum didasarkan konsepsi yang 
utuh dalam sistem ketatanegaraan, terlihat dari masih sering diperbincangkan 
keberadaan KPK menganai status dan kedudukan serta apabila terjadi tumpang tindih 
dan sengketa dengan lembaga lainnya penyelesaian juga dilakukan oleh mahkamah 
konstitusi, mengingat KPK hanya bersifat lembaga negara bantu serta diberikan 
kewenangan oleh Undang-undang bukan Undang-undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945.    
  Konsepsi lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-
undang Dasar, memang mengandung interprestasi yang beragam. Hal ini disebabkan 
pasca amandemen, konstitusi tidak memberikan kejelasan konsepsi tentang lembaga 
negara. Mengenai hal ini ada satu teori yang terkenal dari Montesquieu, yaitu trias 
politika yang memisahkan secara tegas kekuasaan negara ke dalam tiga kekuasaan, 
yakni kekuasaan eksekutif, kekuasaan legilatif, dan kekuasaan yudikatif. Trias politika 
tersebut juga banyak mendapat kritikan, penyebabnya adalah tidak ada kejelasan 
konsepsi tentang pemisahan kekuasaan yang dimaksud. 
  Dapat dikatakan bahwa lembaga apa saja yang dibentuk bukan sebagai 
lembaga masyarakat dapat kita sebut sebagai lembaga negara. Lembaga negara itu 
dapat berada dalam ranah eksekutif, legislative, dan yudikatif ataupun yang bersifat 
campuran. Karena itu dotrin trias politika yang dicetuskan Montesquieu kedalam tiga 
organ negara, terlihat tidak relevan lagi untuk dijadikan rujukan. Mengingat tidak 
mungkin lagi mempertahankan bahwa ketiga organisasi tersebut berurusan secara 
eksklusif dengan salah satu dari ketiganya fungsi kekuasaan tersebut. Kenyataan 
dewasa menunjukkan bahwa hubungan antar cabang kekuasaan tidak mungkin tidak 
saling bersentuhan bahkan ketiganya bersifat sederajat dan saling mengendalikan satu 
sama lainnya sesuai dengan prinsip checks and balances. (Jimly Asshiddiqie.2006:33) 
  Dari segi ketatanegaraan pembentukan lembaga-lembaga negara terdapat tiga 
aturan, yaitu lembaga yang dibentuk atas dasar amanat Undang-undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, lembaga yang dibentuk oleh Undang-undang, 
lembaga yang dibentuk karena Keputusan Presiden. Berdasarkan pembentukan 
lembaga-lembaga negara dari uraian diatas, kewenangan-kewenangan yang diberikan 
oleh masing-masing lembaga negara berbeda-beda.  
  Dengan demikian masih sangatlah menarik untuk di perbincangkan status dan 
kedudukan lembaga negara baru seperti KPK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. 
Penelitian ini akan membahas lebih jauh mengenai status dan kedudukan KPK dalam 
sistem ketatanegaraan RI tidak hanya ditinjau dari Undang-undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, tetapi juga dari berbagi pendapat para ahli hukum 
dibidang tata Negara dalam hal ini sebagai contoh Komisi Pemberantasan Korupsi 
(KPK) yang akan di analisis adalah mengenai status dan kedudukannya. Dari 
permasalahan ini penulis mencoba mengangkat tentang kejelasan Komisi 
Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraan dalam Penulisan Hukum yang 
Berjudul :  
“ANALISIS STATUS DAN KEDUDUKAN KOMISI PEMBERANTASAN 
KORUPSI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA”. 
 
B. PERUMUSAN PERMASALAHAN  
Untuk memperjelas agar permasalahan yang ada nantinya dapat dibahas lebih 
terarah dan sesuai dengan sasaran yang diharapkan maka penting bagi penulis untuk 
merumuskan permasalahan yang akan dibahas. Karena pokok permasalahan ini 
merupakan acuan bagi penelitian supaya hasilnya diharapkan sesuai dengan pokok 
permasalahan yang sedang dibahas.  
Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, pokok permasalahan dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana status Komisi Pemberantasan Korupsi dalam suatu sistem 
ketatanegaraan Indonesia? 
2. Bagaimana kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga 
negara di dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia (RI)? 
 
C. TUJUAN PENELITIAN 
Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan dapat memberikan suatu manfaat 
dan dapat menemukan intisari hukum dari gejala-gejala hukum yang terkandung dari 
materi atau obyek yang diteliti melalui suatu kegiatan ilmiah. Kegiatan ilmiah tersebut 
dilakukan berdasarkan pada metode-metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang 
pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan mengenai gejala-gejala hukum tersebut 
dengan cara menganalisa secara seksama.      
Berdasarkan pokok permasalahan seperti diuraikan di atas, penelitian ini bertujuan 
sebagai berikut:  
 
1. Tujuan Obyektif  
a. Mengetahui Status Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sistem 
ketatanegaraan Republik Indonesia maupun di beberapa negara lain. 
b. Mengetahui kedudukan KPK sebagai lembaga dalam sistem ketatanegaraan 
Republik Indonesia maupun di beberapa negara lain. 
2. Tujuan Subyektif  
a. Untuk memperoleh pengetahuan yang lengkap dan jelas dalam menyusun 
penulisan hukum, sebagai salah satu prasyarat dalam mencapai gelar 
kesarjanaan di bidang Ilmu hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.  
b. Untuk menambah pengetahuan penulis mengenai permasalahan yang diangkat. 
c. Untuk melatih kemampuan dan ketrampilan penulisan hukum penulis.                                
 
D. MANFAAT PENELITIAN  
Berdasarkan hal tersebut diatas, manfaat yang hendak dicapai oleh penulis 
adalah sebagai berikut : 
1. Manfaat Teoritis 
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan  konstribusi pemikiran 
mengenai status Komisi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia, secara jelas 
sesuai sistem ketatanegaraan yang dianut negara ini berdasarkan UUD Negara 
RI Tahun 1945 sebagai hukum tertinggi negara. 
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu sumbangan pemikiran 
bagi perkembangan ilmu pengetahuan. 
c. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam mengadakan penelitian yang 
sejenis berikutnya disamping itu sebagai pedoman peneliti yang lain. 
d. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai salah satu materi 
mengajar mata kuliah hukum tata negara. 
2. Manfaat Praktis  
a. Penelitian ini diharapkan akan menghilangkan atau setidaknya mereduksi 
perdebatan dan argumen yang cenderung negatif terkait dengan kedudukan 
Komisi Pemberantasan Korupsi serta hubungan kerja komisi tersebut dengan 
organ-organ lainnya di negara ini.   
b. Hasil penelitian ini dapat memberikan jawaban permasalahan yang diteliti. 
c. Hasil penelitian ini dapat mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir 
dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan 
ilmu yang diperoleh.   
 
E. METODE PENELITIAN 
Penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan 
maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian bertujuan untuk 
mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi, dan konsisten. Melalui 
proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah 
dikumpulkan dan diolah. (Soerjono Soekanto, 1990:1). 
Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukan sekedar 
mengamati dengan teliti terhadap suatu obyek yang mudah terpegang di tangan. 
Penelitian merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris yaitu research, yang berasal 
dari kata re (kembali) dan search (meneliti). Dengan demikian artinya “Mencari 
Kembali”. (Bambang Sunggono,1997:27). 
Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan untuk memecahkan 
permasalahan dan sebagai pedoman untuk memperoleh hasil penelitian yang 
mencapai tingkat kecermatan dan ketelitian yang dapat dipertanggungjawabkan. 
Metode penelitian juga merupakan pedoman untuk memperoleh pengetahuan yang 
lebih mendalam dari suatu obyek yang diteliti dengan mengumpulkan, menyusun 
serta menginterprestasikan data-data yang diperoleh. Soerjono Soekanto 
mengemukakan bahwa metodologi penelitian adalah : 
1. Suatu pemikiran yang digunakan dalam penelitian. 
2. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan. 
3. Cara tertentu untuk melakukan prosedur. (Soerjono Soekanto, 2006:5 ) 
Dengan demikian untuk menentukan metode penelitian yang akan digunakan 
merupakan unsur penting dalam penelitian agar data yang diperoleh benar-benar 
akurat dan teruji keilmiahannya. Metode penelitian yang akan digunakan penulis 
dalam penelitian ini adalah :  
1. Jenis Penelitian 
Dilihat dari judul dan rumusan masalah yang diangkat jenis penelitian 
yang akan digunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah 
penelitian hukum normative atau penulisan hukum kepustakaan. Yaitu 
penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau 
data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian dan kajian 
bahan-bahan pustaka. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji 
kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang 
diteliti. Sebagai suatu penelitian hukum, data sekunder yang digunakan terdiri 
dari : 
1. Bahan hukum primer, yang berupa ketentuan hukum dan perundang-
undangan yang mengikat serta berkaitan dengan studi ini, adapun 
ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan tersebut meliputi: 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi.  
2. Bahan hukum sekunder, yang berupa literatur-literatur tertulis yang 
berkaitan dengan pokok masalah dalam studi ini, baik berbentuk buku-
buku mengenai Hukum Tata Negara, Perkembangan dan Konsolidasi 
Lembaga Negara Pasca Reformasi, Hubungan Antar Lembaga Negara 
Dalam Perspektif Perubahan UUD 1945, Analisis Dan Evaluasi 
Hukum Tentang Kedudukan, Tugas, Dan Wewenang Lembaga Negara 
pasca amandemen UUD 1945, Arah Pembangunan Hukum Menurut 
UUD 1945 Hasil Amandemen: Tugas, Fungsi, dan Kewenangan KPK, 
Komisi Yudisial, dan Komisi Ombudsman. Adapun makalah-makalah 
yang digunakan adalah Stuktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah 
Perubahan Keempat UUD Tahun 1945 yang disampaikan Jimly 
Asshiddiqie pada seminar pembangunan Hukum Nasional VIII, serta 
dari Internet yang berkaitan dengan status dan kedudukan Komisi 
Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, 
Sistem Ketatanegaraan Indonesia dan Pembelajarannya Di SD, 
Paradigma Baru Ketatanegaraan Pasca Perubahan UUD Negara RI 
Tahun 1945, Sistem Ketatanegaraan Pasca Perubahan Undang-Undang 
Dasar Negara RI Tahun 1945 dan lain sebagainya; dan   
3. Bahan hukum tersier, yang merupakan bahan penjelasan mengenai 
bahan hukum tersier mapun sekunder, berupa kamus, ensiklopedia, dan 
sebagainya.  
Penelitian normatif ini menurut Soerjono soekanto merupakan 
penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau 
data sekunder belaka. Penelitian ini dapat dinamakan penelitian hukum 
normatif atau penelitian hukum kepustakaan. (Soerjono Soekanto, 1990:14-
15). 
2. Sifat Penelitian 
Dilihat dari sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian preskriptif, 
yaitu ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas 
aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. dengan 
munculnya keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi yang Status dan 
Kedudukannya masih sangat membinggungkan banyak orang, keadaan Sistem 
Ketatanegaraan Indonesia yang selama ini dilihat masih sangat kacau, atau 
gejala-gejala yang berhubungan dengan permasalahan tentang Status dan 
Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dilihat dalam Sistem 
Ketatanegaraan Indonesia. (Soerjono Seokanto, 2005:10). Dari pengertian 
tersebut, dalam penelitian ini penulis berusaha menggambarkan dan 
menjelaskan lebih dalam mengenai status dan kedudukan Komisi 
Pemberantasan Korupsi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. 
3. Pendekatan Masalah  
Oleh karena tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian 
hukum normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan 
perundang-undangan (statute approach). Pendekatan tersebut melakukan 
pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema 
sentral penelitian antara lain: Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  
Selain itu juga digunakan pendekatan lain yang diperlukan guna 
memperjelas analisa ilmiah yang diperlukan dalam penelitian normatif. 
Pendekatan tersebut yaitu: analitis (analytical approach) dan pendekatan 
perbandingan (comparative approach).  
4. Jenis data  
Jenis data yang peneliti pergunakan dalam penelitian ini berupa data 
sekunder, yaitu data atau informasi hasil menelaah dokumen penelitian serupa 
yang pernah dilakukan sebelumnya diantaranya: Hukum Tata Negara, 
Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Hubungan 
Antar Lembaga Negara Dalam Perspektif Perubahan UUD 1945, Analisis Dan 
Evaluasi Hukum Tentang Kedudukan, Tugas, Dan Wewenang Lembaga 
Negara pasca amandemen UUD 1945, Arah Pembangunan Hukum Menurut 
UUD 1945 Hasil Amandemen: Tugas, Fungsi, dan Kewenangan KPK, Komisi 
Yudisial, dan Komisi Ombudsman. Adapun makalah-makalah yang digunakan 
adalah Stuktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD 
Tahun 1945 yang disampaikan Jimly Asshiddiqie pada seminar pembangunan 
Hukum Nasional VIII, maupun dari Internet yang sesuai dengan penelitian 
yang dibahas.  
5. Sumber Data  
Sumber data merupakan tempat data diperoleh/ditemukan. Sumber data 
dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Data sekunder yang 
digunakan dalam penelitian ini berupa dokumen publik dan catatan-catatan 
resmi (public document and official records), yaitu dokumen perundang-
undangan yang berkaitan dengan hal mengenai penjelasan terkait status dan 
kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sistem ketatanegaraan 
Indonesia. Di samping sumber data yang berupa undang-undang antara lain:  
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 30 
Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. , peneliti 
juga memperoleh data dari beberapa buku-buku referensi meliputi Hukum 
Tata Negara, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca 
Reformasi, Hubungan Antar Lembaga Negara Dalam Perspektif Perubahan 
UUD 1945, Analisis Dan Evaluasi Hukum Tentang Kedudukan, Tugas, Dan 
Wewenang Lembaga Negara pasca amandemen UUD 1945, Arah 
Pembangunan Hukum Menurut UUD 1945 Hasil Amandemen: Tugas, Fungsi, 
dan Kewenangan KPK, Komisi Yudisial, dan Komisi Ombudsman. Adapun 
makalah-makalah yang digunakan adalah Stuktur Ketatanegaraan Indonesia 
Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945 yang disampaikan Jimly 
Asshiddiqie pada seminar pembangunan Hukum Nasional VIII dan media 
Internet yang mengulas mngenai status dan kedudukan Komisi Pemberantasan 
Korupsi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.  
6. Teknik Pengumpulan Data 
Pengumpulan data dalam suatu penelitian merupakan cara yang 
digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan, mereduksi, dan memilih data 
yang digunakan dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik studi pustaka untuk 
mengumpulkan dan menyusun data yang diperlukan.  
7. Teknik Analisa Data  
Teknik analisa data adalah tahap yang penting dalam menemukan 
suatu penelitian. Analisis data dalam suatu penelitian adalah menguraikan atau 
memecahkan masalah yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh kemudian 
diolah kedalam pokok permasalahan yang diajukan terhadap penelitian yang 
bersifat eksplanatoris.  
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan 
menggunakan metode analisa (content analysis) yaitu menganalisa materi isi 
dan keabsahan data yang diperoleh dari bahan pustaka melalui studi 
kepustakaan dan studi peraturan perundang-undangan dengan cara 
mempelajari norma dan aturan hukum antara Undang-undang Dasar Negara 
Republik Indonesia 1945 dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang 
Komisi Pemberantasan Korupsi. 
  
F. SISTEMATIKA PENULISAN  
Penelitian ini akan dibagi ke dalam empat bab yang setiap bab terbagi dalam 
sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman tehadap 
keseluruhan hasil penelitian. Adapun sistematika penulisan hokum ini adalah sebagai 
berikut: 
BAB I  :   PENDAHULUAN 
Dalam bab pendahuluan ini yang akan menjelaskan secara garis besar, 
latar   belakang permasalahan, perumusan masalahan, pembatasan masalah, 
tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, sistematika 
penulisan hukum. 
 
 BAB II :  TINJAUAN PUSTAKA 
Dalam bab kedua ini yang akan menjelaskan secara garis besar, 
Kerangka Teori yang terdiri dari : Tinjauan Umum Tentang Sistem 
Ketatanegaraan, Tinjauan Umum Tentang Lembaga Negara, Tinjauan 
Umum Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Sedangkan bagian yang 
kedua berisi Kerangka Pemikiran yang menjelaskan tentang konsep 
permasalahan yang menjadi dasar penelitian. 
 
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
  Dalam bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasannya, yang 
merupakan bagian pokok dari keseluruhan penulisan skripsi yang 
membahas, menguraikan, dan menganalisa rumusan permasalahan 
penelitian yang meliputi : (1) Bagaimana status Komisi Pemberantasan 
Korupsi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. (2) Bagaimana kedudukan 
Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga negara dalam 
ketatanegaraan Indonesia. 
 
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN 
  Dalam bab ini terbagi dalam dua bagian, yaitu kesimpulan dan saran.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Kerangka Teori 
1. Tinjauan Umum Tentang Sistem Ketatanegaraan   
1) Sistem Ketatanegaraan Secara Umum 
 Dalam menjalankan sebuah sistem ketatanegaraan kita mudah. Hal 
ini harus didasari suatu teori yang berkaitan dengan pembagian sistem 
ketatanegaraan. Teori-teori yang berkaitan dengan sistem 
ketatanegaraan telah banyak di kemukakan oleh para ahli 
ketatanegaraan yang membagi kekuasaan negara menjadi beberapa 
bagian. Sehubungan dengan hal tersebut sangatlah penting apabila 
sistem ketatanegaraan suatu negara didasarkan pada salah satu teori 
tersebut untuk mengelola suatu negara yang disesuaikan dengan 
kondisi ketatanegaraan yang bersangkutan dan pendukung pengaturan 
yang berkaitan dengan ketatanegaraan tersebut.  
Dalam sebuah praktek ketatanegaraan tidak jarang terjadi pemusatan 
kekuasaan pada satu tangan, sehingga terjadi pengelolaan sistem 
pemerintahan yang dilakukan secara absolute atau otoriter, sebut saja 
misalnya seperti dalam bentuk monarki dimana kekuasaan berada 
ditangan seorang raja. Maka untuk menghindari hal tersebut perlu 
adanya pembagian/pemisahan kekuasaan, sehingga terjadi control dan 
keseimbangan diantara lembaga pemegang kekuasaan.  
a. Pengertian Pembagian Kekuasaan 
Pembagian kekuasaan terdiri dari dua kata, yaitu “pembagian” 
dan “kekuasaan”. Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) 
pembagian memiliki pengertian proses menceraikan menjadi 
beberapa bagian atau memecahkan sesuatu lalu memberikannya 
kepada pihak lain. Sedangkan kekuasaan adalah wewenang atas 
sesuatu atau untuk menentukan (memerintah, mewakili, mengurus 
dan sebagainya) sesuatu. Sehingga secara harfiah pembagian 
kekuasaan adalah proses menceraikan wewenang yang dimiliki 
oleh negara untuk (memerintah, mewakili, mengurus, dan 
sebagainya) menjadi beberapa bagian (legislatif, eksekutif, dan 
yudikatif) untuk memberikan kepada beberapa lembaga negara 
untuk menghidari pemusatan kekuasaan (wewenang) pada satu 
pihak/ lembaga. Pada hakekatnya pembagian kekuasaan dapat 
dibagi kedalam dua cara, yaitu (zul Afdi Ardian, 1994:62): 
1. Secara vertical, yaitu pembagian kekuasaan menurut 
tingkatannya. Maksudnya pembagian kekuasaan antara 
beberapa tingkat pemerintahan, misalnya antara pemerintah 
pusat dengan pemerintah daerah dalam negara kesatuan, atau 
antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian dalam 
suatu negara federal.  
2. Secara horizontal, yaitu pembagian kekuasaan menurut 
fungsinya. Dalam pembagian ini lebih menitiberatkan pada 
perbedaan antara fungsi pemerintahan yang bersifat legislatif, 
eksekutif, dan yudikatif.   
b. Pembagian Kekuasaan Menurut John Locke 
John Locke, dalam bukunya yang berjudul “Two Treaties of 
Goverment” mengusulkan agar kekuasaan di dalam negara itu 
dibagi dalam organ-organ negara yang mempunyai fungsi yang 
berbeda-beda. Menurut beliau agar pemerintahan tidak sewenang-
wenang, maka harus ada perbedaan pemegang kekuasaan-
kekuasaan kedalam tiga macam kekuasaan, yaitu : 
1. Kekuasaan Legislatif (Membuat undang-undang) 
2. Kekuasaan Eksekutif (Melaksanakan undang-undang) 
3. Kekuasaan Federatif (melakukan hubungan diplomatik dengan 
negara-negara lain).  
Pendapat John Locke inilah yang mendasari munculnya teori 
pembagian kekuasaan sebagai gagasan awal untuk menghindari 
adanya pemusatan kekuasaan (absolut) dalam suatu negara.  
c. Konsep Trias Politica Montesquieu 
Menurut Montesquieu seorang pemikir kebangsaan perancis 
mengemukakan teorinya yang disebut trias politica. Dalam 
bukunya yang berjudul “L’esprit des Lois” pada tahun 1748 
menawarkan alternatif yang agak berbeda dari pendapat John 
Locke. Menurut Montesquieu untuk tegaknya negara demokrasi 
perlu diadakan pemisahan kekuasaan negara kedalam 3 organ, 
yaitu : 
a) Kekuasaan Legislatif (Membuat undang-undang) 
b) Kekuasaan Eksekutif (Melaksanakan undang-undang) 
c) Kekuasaan Yudikatif (Mengadili bila terjadi pelanggaran atas 
undang-undang) 
Konsep yang dikemukakan John Locke dengan konsep yang 
dikemukakan Montesquieu pada dasarnya memiliki perbedaan, 
yaitu : 
a) Menurut John Locke kekuasaan eksekutif merupakan kekuasaan 
yang mencakup kekuasaan yudikatif karena mengadili itu 
berarti melaksanakan undang-undang, sedangkan kekuasaan 
federatif (hubungan luar negeri) merupakan kekuasaan yang 
berdiri sendiri. 
b) Menurut Montesquieu kekuasaan eksekutif mencakup 
kekuasaan federatif karena melakukan hubungan luar negeri itu 
termasuk kekuasaan eksekutif, sedangkan kekuasaan yudikatif 
harus merupakan kekuasaan yang berdiri sendiri dan terpisah 
dari eksekutif. 
c) Pada kenyataanya ternyata, sejarah menunjukkan bahwa cara 
pembagian kekuasaan yang dikemukakan Montesquieu yang 
lebih diterima. Kekuasaan ferderatif diberbagai negara sekarang 
ini dilakukan oleh eksekutif melalui departemen luar negerinya 
masing-masing (Moh. Mahfud MD, 2001:73) 
2) Sistem Ketatanegaraan Indonesia   
Negara adalah suatu organisasi yang meliputi wilayah, sejumlah 
rakyat, dan mempunyai kekuasaan berdaulat. Setiap Negara memiliki 
sistem politik (political system) yaitu pola mekanisme atau pelaksanaan 
kekuasaan. Sedang kekuasaan adalah hak dan wewenang serta 
tanggung jawab untuk mengelola tugas tertentu. Pengelolaan suatu 
negara inilah yang disebut dengan sistem ketatanegaraan.  
Sistem ketatanegaraan Indonesia diatur dalam UUD Negara RI 
Tahun 1945. Pada kurun waktu tahun 1999-2002, UUD Negara RI 
1945 telah mengalami empat perubahan (amandemen). Perubahan 
UUD Negara RI Tahun 1945 ini, telah membawa implikasi terhadap 
sistem ketatanegaraan Indonesia. Dengan berubahnya sistem 
ketatanegaraan Indonesia, maka berubah pula susunan Lembaga-
Lembaga Negara yang ada. 
Di Indonesia pengaturan sistem ketatanegaraan diatur dalam 
Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang atau Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, 
Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah. Sedangkan kewenangan 
kekuasaan berada di tingkat nasional sampai kelompok masyarakat 
terendah yang meliputi MPR, DPR, Presiden, dan Wakil Presiden, 
Menteri, MA, MK, BPK, Gubernur, Bupati/Walikota, sampai tingkat 
RT. 
Dapat dikatakan, sistem ketatanegaraan suatu Negara adalah pilihan 
politik yang ditetapkan bangsa yang bersangkutan tanpa harus 
mengikuti teori atau sistem negara lain. Salah satu tuntutan reformasi 
yang digulirkan sejak tahun 1998 adalah dibangunnya suatu sistem 
ketatanegaraan Indonesia yang berbasis secara murni dan konsekuen 
pada paham “kedaulatan rakyat” dan “negara hukum”(rechstaat). 
Karena itu, dalam konteks penguatan sistem hukum yang diharapkan 
mampu membawa rakyat Indonesia mencapai tujuan bernegara yang di 
cita-citakan., maka perubahan atau amandemen UUD 1945 merupakan 
langkah strategis yang harus dilakukan dengan seksama oleh bangsa 
Indonesia.  
3) Sistem Ketatanegaraan Indonesia Sebelum Perubahan UUD Negara RI 
Tahun 1945 
Sebelum diamandemen, UUD 1945 mengatur kedudukan Lembaga 
Tertinggi dan Lembaga Tinggi Negara, serta hubungan antar lembaga-
lembaga tersebut. Undang-Undang Dasar merupakan hukum tertinggi, 
kemudian kedaulatan rakyat diberikan seluruhnya kepada MPR 
(Lembaga Tertinggi). MPR mendistribusikan kekuasaannya 
(distribution of power) kepada lembaga tinggi yang sejajar 
kedudukannya, yaitu Mahkamah Agung (MA), Presiden, Dewan 
Perwakilan Rakyat, (DPR), Dewan Pertimbangan Agung (DPA), dan 
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).  
Dengan adanya Lembaga Tertinggi dalam sistem ketatanegaraan 
Indonesia sebelum Perubahan UUD Negara RI Tahun 1945, lembaga 
tersebut mempunyai kekuasaan yang tak terbatas. Sedangkan Lembaga 
Tinggi negara hanya mempunyai penditribusian kekuasaan dari 
lembaga tertinggi tersebut.  
Adapun kedudukan dan hubungan antar Lembaga Tertinggi dan 
Lembaga Tinggi Negara menurut UUD 1945 sebelum diamandemen 
dapat diuraikan sebagai berikut: 
d. MPR 
Sebagai Lembaga Tertinggi Negara diberi kekuasaan tak terbatas 
(super power) karena “kekuasaan ada di tangan rakyat dan 
dilakukan sepenuhnya oleh MPR” dan MPR adalah “penjelmaan 
dari seluruh rakyat Indonesia” yang berwenang menetepkan UUD, 
GBHN, dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden.  
e. Presiden 
Presiden memegang posisi sentral dan dominan sebagai mandataris 
MPR, Presiden menjalankan kekuasaan pemerintahan negara 
tertinggi, Presiden selain memegang kekuasaan eksekutif 
(executive power), juga memegang kekuasaan legislative 
(legislative power) dan kekuasaan yudikatif (judicative power), 
tidak ada batasan aturan mengenai periode seseorang dapat 
menjabat sebagai presiden serta mekanisme pemberhentian 
presiden dalam masa jabatannya.  
f. DPR 
Memberikan persetujuan atas RUU yang diusulkan Presiden, 
Memberikan persetujuan atas PERPU, memberikan persetujuan 
atas anggaran, meminta MPR untuk mengadakan sidang istimewa 
guna meminta pertanggungjawaban presiden.  
g. DPA dan BPK 
Disamping itu, UUD 1945 tidak banyak mengitrodusir lembaga-
lembaga negara lain seperti DPA dan BPK dengan memberikan 
kewenangan yang sangat minim. 
4) Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD Negara RI 
Tahun 1945 
Salah satu tuntutan adanya Reformasi tahun 1998 adalah keinginan 
untuk dilakukannya perubahan (amandemen) terhadap UUD 1945. 
Latar belakang dilakukannya perubahan tersebut antara lain karena 
pada masa Orde Baru, kekuasaan tertinggi di tangan MPR (dan pada 
kenyataannya bukan di tangan rakyat), kekuasaan yang sangat besar 
pada presiden, adanya pasal-pasal yang terlalu “luwes” (sehingga dapat 
menimbulkan multitafsir), serta kenyataan rumusan UUD 1945 tentang 
semangat penyelenggaraan negara yang belum cukup didukung 
ketentuan konstitusi. 
Tujuan perubahan UUD 1945 pada saat itu adalah untuk 
menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan 
rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, esistensi negara demokrasi dan 
negara hukum, serta hal-hal lain yang sesuai dengan perkembangan 
aspirasi dan kebutuhan bangsa. Perubahan UUD 1945 dengan 
kesepakatan diantarannya tidak mengubah Pembukaan UUD 1945, 
tetap mempertahankan susunan kenegaraan (staat structuur) kesatuan 
atau selanjutnya lebih dikenal sebagai Negara Kesatuan Republik 
Indonesia (NKRI), serta mempertegas sistem presidensiil.  
Sistem ketatanegaraan Indonesia sesudah Amandemen UUD 1945, 
dapat dijelaskan sebagai berikut : Undang - Undang Dasar merupakan 
hukum tertinggi dimana kedaulatan berada ditangan rakyat dan 
dijalankan sepenuhnya menurut UUD. Undang – Undang Dasar 
tersebut memberikan pembagian kekuasaan (separation of power) 
secara rinci kepada 6 lembaga negara dengan kedudukan yang sama 
dan sejajar, yaitu Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), 
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), 
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), dan 
Mahkamah Konstitusi (MK). 
Disamping itu, dalam sistem ketatanegaraan setelah adanya 
amandemen UUD 1945 tidak disebutkannya adanya lembaga tertinggi 
negara, adanya adalah lembaga tinggi negara yang terdiri Presiden, 
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat 
(DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Badan Pemeriksa Keuangan 
(BPK), Mahkamah Agung (MA), dan Mahkamah Konstitusi (MK). 
Dalam sistem ketatanegaraan setelah amandemen UUD 1945 selain 
adanya lembaga baru yang dibentuk tersebut , juga ada lembaga negara 
yang sebelum di amandemen UUD 1945 disebutkan telah dihapus 
diantaranya seperti Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Jadi dalam 
amandemen ke 4 UUD 1945 telah banyak mengalami perubahan 
terutama dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dengan perubahan 
sistem ketatanegaraan Indonesia tersebut memang Indonesia bagaikan 
lahir kembali dengan konsep ketatanegaraan baru untuk perubahan 
pengelolaan ketatanegaraan yang lebih baik lagi.  
Selain itu, perubahan pertama hingga keempat UUD Negara RI 
Tahun 1945, telah menjadikan sistem ketatanegaraan di Indonesia 
banyak mengalami perubahan mendasar. Perubahan – perubahan itu 
turut mempengaruhi struktur dan mekanisme structural organ-organ 
negara di Indonesia yang tidak dapat lagi dijelaskan menurut cara 
berpikir dengan pola yang lama. Banyak pokok pikiran baru yang 
diadopsikan ke dalam UUD Negara RI Tahun 1945 tersebut, 
diantaranya adalah: (1) Penegasan dianutnya cita demokrasi dan 
nomokrasi secara sekaligus dan saling melengkapi secara 
komplementer; (2) Pemisahan kekuasaan dan prinsip check and 
balances; (3) pemurnian sistem pemerintah presidensial; (4) Penguatan 
cita persatuan dalam keragaman wadah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia.  
Secara sistematis, Jimly Assidiqie mengategorikan amandemen atas 
UUD Negara RI Tahun 1945 menjadi enam bagian, yaitu: (1) 
Pembaharuan struktur UUD; (2) Pembaharuan mengenai sendi-sendi 
bernegara; (3) Pembaharuan bentuk susunan negara; (4) Pembaharuan 
kelembagaan atau kelengkapan negara; (5)Pembaharuan yang 
menyangkut masalah penduduk dan kewarganegaraan; dan (6) 
Pembaharuan yang bersangkutan dengan identitas negara.     
5) Stuktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD Negara RI 
Tahun 1945 
Sejak adanya perubahan UUD Negara RI Tahun 1945 Sistem 
Ketatanegaraan Indonesia telah banyak mengalami perubahan 
mendasar. Perubahan-perubahan itu turut mempengarui stuktur dan 
mekanisme struktural organ-organ negara yang tidak dapat lagi 
dijelaskan cara berpikir dengan pola yang lama. Banyak pokok pikiran 
baru yang diadobsi ke dalam UUD Negara RI Tahun 1945 tersebut, 
diantaranya adalah 1.Penegasan dianutnya citademokrasi dan 
nomokrasi secara sekaligus dan saling melengkapi secara 
komplementer. 2.Pemisahan kekuasaan dan prinsip  “check and 
balances”. 3.Pemurnian sistem pemerintahan presidensial. 4. 
Penguatan cita persatuan dalam keragaman dalam wadah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 
Negara Indonesia menganut paham kedaulatan rakyat atau 
democratie (democracy). Pemilik kekuasaan negara tertinggi dalam 
negara adalah rakyat. Kekuasaan yang sesungguhnya adalah berasal 
dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Kekuasaan bahkan diidealkan 
diselenggarakan bersama-sama dengan rakyat. Dalam sistem 
konstitusional Undang-Undang Dasar, pelaksanaanya kedaulatan 
rakyat itu disalurkan dan diselenggarakan menurut prosedur 
kontitusional yang ditetapkan dalam hukum dan konstitusi 
(constitusional democracy). Karena itu prinsip kedaulatan rakyat 
(demokratie) dan kedaulatan hukum (nomocratie) hendaklah 
diselenggarakan secara beriringan sebagai dua sisi sebagai mata uang 
yang sama. Untuk itu, Undang-Undang Dasar negara kita menganut 
pengertian bahwa Negara Republik Indonesia itu adalah Negara 
Hukum yang demokrasi (democratische rechtstaat) dan sekaligus 
adalah Negara Demokrasi yang berdasarkan atau hukum 
(constitusional democracy) yang tidak terpisahkan satu sama yang lain.  
Prinsip kedaulatan yang berasal dari Rakyat tersebut diatas selama 
ini hanya diwujudkan dalam Majelis Pemusyawaratan Rakyat yang 
merupakan penjelmaan seluruh rakyat, pelaku sepenuhnya kedaulatan 
rakyat, dan yang diakui sebagai lembaga tertinggi negara dengan 
kekuasaan yang tidak terbatas. Dari majelis inilah, kekuasaan rakyat itu 
dibagi-bagikan secara vertikal kedalam lembaga – lembaga tinggi 
negara yang berada dibawahnya. Karena itu, prinsip yang dianut 
disebut sebagai prinsip pembagian kekuasaan (distribution of power). 
Akan tetapi, dalam Undang-Undang Dasar hasil perubahan, prinsip 
kedaulatan rakyat tersebut ditentukan dibagikan secara horizontal 
dengan cara memisahkannya (separation of power) menjadi kekuasaan 
– kekuasaan yang dinisbatkan sebagai fungsi lembaga – lembaga 
negara yang sederajat dan saling mengendalikan satu sama lain 
berdasarkan prinsip ‘checks and balaces’.  
Negara Indonesia merupakan negara yang berpenduduk terbesar 
keempat didunia. Komposisi penduduknya sangat beragam, baik dari 
suku bangsa, etnisitas, anutan agama, maupun dari segi-segi lainnya. 
Wilayahnya pun sangat luas, terdiri atas lebih dari 17.000-an pulau 
besar dan kecil, dan sebagian terbesar terpencil dari kehidupan ramai. 
Kompleksitas dan keragaman itu sangat menentukan peta konfigurasi 
kekuatan-kekuatan politik dalam masyarakat, sehingga tidak dapat 
dihindari keharusan berkembangnya sistem multi-partai dalam sistem 
demokrasi yang hendak dibangun. Agar peta konfigurasi kekuatan-
kekuatan politik dalam masyarakat tersebut dapat disalurkan dengan 
sebaik-baiknya menurut prosedur demokrasi (procedural democracy), 
berkembang keinginan agar sistem pemerintahan yang dibangun adalah 
sistem Parlementer ataupun setidak-tidaknya varia dari sistem 
pemerintahan parlementer. 
Namun, terlepas dari kenyataan bahwa sistem parlementer pernah 
gagal dipraktekkan dalam sejarah Indonesia modern di masa lalu, dan 
karena itu membuat kurang populer di mata masyarakat, realitas 
kompleksitas keragaman kehidupan bangsa Indonesia seperti tersebut 
diatas, justru membutuhkan sistem pemerintahan yang kuat dan stabil. 
Jika kelemahan sistem presidensiil yang di terapkan Undang-Undang 
Dasar 1945 yang sangat cenderung “executive heavy” sudah dapat 
diatasi melalui pembaharuan mekanisme ketatanegaraan yang 
diwujudkan dalam Undang-Undang Dasar ini, maka ekses-ekses atau 
efek samping dalam praktek penyelenggaraan sistem pemerintahan 
presidensiil seperti selama ini terjadi tidak perlu dikhawatirkan lagi. 
Keuntungan sistem presidensiil justru lebih menjamin stabilitas 
pemerintahan. Sistem ini juga dapat di praktekkan dengan tetap 
menerapkan sistem multi-partai yang dapat mengakomodasikan peta 
konfigurasi kekuatan politik dalam masyarakat yang dilengkapi 
pengaturan konstitusional untuk mengurangi dampak negatif atau 
kelemahan bawaan sistem presidensiil tersebut.  
Prinsip persatuan dibutuhkan karena kenyataan bahwa bangsa 
Indonesia sangat majemuk. Keragaman suku bangsa, agama dan 
budaya yang diwarisi oleh bangsa Indonesia dalam sejarah 
mengharuskan bangsa Indonesia bersatu dengan seerat-eratnya dalam 
keragaman. Keragaman merupakan kekayaan yang harus dipersatukan 
(united), tetapi tidak boleh disatukan atau diseragamkan (uniformed). 
Karena itu, prinsip persatuan Indonesia tidak boleh diidentikkan 
dengan atau dikacaukan atau dikaitan dengan istilah kesatuan yang 
berkenaan dengan persoalan bentuk bangsa. Prinsip persatuan juga 
tidak boleh dipersempit maknanya ataupun diindentikkan dengan 
pengertian pelembagaan bentuk Negara Kesatuan yang merupakan 
bangunan negara yang dibangun atas motto “Bhineka-Tunggal-Ika”. 
Bentuk negara kita adalah Negara Kesatuan, sedangkan Persatuan 
Indonesia adalah prinsip dasar bernegara yang harus dibangun atas 
dasar persatuan, bukan kesatuan.  
 
2. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Negara 
1) Pengertian Lembaga Negara. 
Dalam sistem ketatanegaraan, lambaga negara harus memiliki status 
dan wewenang yang jelas. Hal ini untuk menunjukkan keberadaan 
lembaga tersebut memang memiliki kedudukan yang jelas dalam 
ketatanegaraan. Disamping itu wewenang masing-masing lembaga 
hendaknya lebih dirinci sehingga timbulnya gesekan kepentingan 
antara lembaga negara dapat dihindari. Di Indonesia terjadinya 
gesekan-gesekan masih sangat sering terjadi yang mana hal ini sangat 
disayangkan karena keberadaan lembaga negara tersebut diharapkan 
untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi, bukan 
malah justru menimbulkan berbagai masalah dengan munculnya 
lembaga negara tersebut.  
Untuk memahami pengertian lembaga atau organ negara secara 
lebih dalam, kita dapat mendekatinya dari pandangan Hans Kelsen 
siapa saja yang menjalankan suatu fungsi yang di tentukan oleh suatu 
tata hukum (legal order) adalah suatu organ. Lembaga Negara 
terkadang disebut dengan istilah lembaga pemerintahan, lembaga 
pemerintahan non-departemen, atau lembaga negara saja. Ada yang di 
bentuk berdasarkan atau karena diberi kekuasaan oleh Undang-Undang 
Dasar, ada pula yang dibentuk dan mendapatkan kekuasaannya dari 
Undang-undang, dan bahkan ada pula yang hanya dibentuk 
berdasarkan Keputusan Presiden. Hirarki atau rangking kedudukannya 
tentu saja tentu saja tergantung pada derajat pengaturannya menurut 
peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
Lembaga negara yang diatur dan dibentuk oleh Undang-Undang 
Dasar (UUD) merupakan organ konstitusi, sedangkan yang dibentuk 
berdasarkan Undang-Undang (UU) merupakan organ Undang-Undang 
(UU), sementara yang hanya dibentuk karena keputusan presiden 
tentunya lebih rendah lagi tingkatan dan derajat perlakuan hukum 
terhadap pejabat yang duduk di dalamnya. Demikian pula jika lembaga 
yang dimaksud dibentuk dan diberi kekuasaan berdasarkan peraturan 
daerah, tentu lebih rendah lagi tingkatannya. 
(Asshiddiqie,Jimly.2006:35) 
2) Sejarah Lembaga Negara  
Dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan tidak diatur 
secara eksplisit mengenai kelembagaan negara. Istilah “lembaga 
negara” pertama kali diatur dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Sementara Nomor XX/MPRS/1966 tentang Memorandum 
Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong mengenai Sumber Tertib 
Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundang-
undangan Republik Indonesia. Dalam ketetapan tersebut dilampirkan 
skema struktur ketatanegaraan yang menetapkan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga tertinggi , sedangkan 
presiden, Badan Pemeriksa Keuangan, Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Pertimbangan Agung dan Mahkamah Agung diposisikan 
sebagai sebagai lembaga-lembaga negara tinggi di bawah Majelis 
Permusyawaratan Rakyat. Kedudukan tersebut lebih lanjut diatur 
dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor III/MPR-
RI/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga 
Tertinggi Negara dengan atau Antar lembaga-lembaga Tinggi Negara.  
Dengan demikian terbukti bahwa pada awalnya penyebutan istilah 
“lembaga negara” serta kedudukannya, tidak diatur dalam Undang-
Undang Dasar 1945 melainkan dalam bentuk ketetapan-ketetapan 
MPR(S). Demikian juga dengan persoalan kedudukan yang diajukan 
dalam ketetapan-ketetapan MPR(S) mengacu pada tugas dan 
wewenang yang diatur dalam konstitusi.   
3) Lembaga Negara Bantu  
Seiring dengan perkembangan konstitusi dalam amandemenya 
keberadaan lembaga negara ternyata menjadi luas. Disamping adanya 
lembaga negara utama juga disebutnya lembaga negara penunjang atau 
lembaga negara bantu dalam sistem ketatanegaraan. Sebagaimana 
negara menganut konsep Trias Politika seiring perkembangan jaman 
konsep tersebut dianggap tidak relevan lagi diterapkan. Karena setiap 
lembaga negara tidak mungkin menjalankan fungsinya secara terpisah, 
kenyataannya setiap lembaga negara dalam menjalankan fungsinya 
saling bersentuhan dan berkedudukan yang sederajat.  
Salah satu konsekuensi dari dilakukannya perubahan terhadap UUD 
Negara RI Tahun 1945 adalah munculnya beragam penafsiran 
mengenai istilah “Lembaga Negara” akibat kekurangjelasan UUD 
Negara RI tahun 1945 dalam mengatur lembaga negara. Hal ini dapat 
terlihat dari tiadanya kriteria untuk menentukan apakah suatu lembaga 
dapat diatur atau tidak dalam konstitusi. Dari berbagai penafsiran yang 
ada, salah satunya adalah penafsiran yang membagi lembaga negara 
menjadi lembaga negara utama (state main organ) dan lembaga negara 
bantu (state auxiliary organ). Lembaga negara utama mengacu kepada 
paham trias politica yang memisahkan kekuasaan menjadi tiga poros 
(eksekutif, legislative dan yudikatif). Dengan menggunakan pola pikir 
ini, yang dapat di kategorikan sebagai lembaga negara utama menurut 
UUD Negara RI Tahun 1945 adalah MPR, Presiden, dan Wakil 
Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah 
(DPD), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), 
dan Mahkamah Konstitusi (MK). Dengan demikian, lembaga-lembaga 
lain yang tidak termasuk kategori tersebut merupakan lembaga negara 
bantu.(Argama, Rizky:2007) 
3. Tinjauan Umum Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi 
1) Sejarah Komisi Pemberantasan Korupsi   
Indonesia merupakan Negara di Asia yang mencanangkan suatu 
peraturan khusus terhadap pemberantasan korupsi. Sebagai bentuk 
nyata tersebut dibentuklah peraturan mengenai pemberantasan korupsi. 
Pemberantasan korupsi di Indonesia sebenarnya mulai di jalankan sejak 
dulu, namun sampai sekarang yang namanya korupsi di Indonesia 
belum bisa diberantas secara tuntas malah makin berkembang. Hampir 
di seluruh unsur baik eksekutif, legislatif, dan yudikatif tersangkut 
kasus korupsi.  
Langkah pemberantasan korupsi sudah sejak lama dilakukan oleh 
pemerintah Negara ini. Penguasa perang pusat kepala staf angkatan 
darat yang saat itu dijabat Jenderal A.H Nasution menerbitkan 
Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat tanggal 
16 April 1958 Nomor Prt/Peperpu/013/1958 (BN No. 40 Tahun 1958) 
untuk memberantas korupsi yang gejalanya mulai tampak pada tahun 
tersebut. (Chazawi Adami,2005:3) 
Selanjutnya, seiring pergantian masa pemerintahan, peraturan 
mengenai pemberantasan korupsi terus diperbaiki dengan pembentukan 
undang-undang, mulai dari undang-undang Nomor 24 (Prp) Tahun 
1960, undang-undang Nomor 3 Tahun 1971, Undang-undang Nomor 
31 Tahun 1999, hingga yang terakhir Undang-undang Nomor 20 Tahun 
2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Chazawi 
Adami,2005:3) 
Sebelum dibentuknya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 pada 
masa pemerintahan Abdurahman Wahid sempat dibentuknya Tim 
Gabungan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang hanya bersifat 
sementara sampai terbentunya UU No. 31 Tahun 1999. Tim ini berada 
dibawah Jaksa Agung yang pada saat itu Marzuki Darussman. Pada 
masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono juga membentuk Tim 
Tastipikor (Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) yang diketuai 
Wakil Jaksa Agung Basrief Arief. Tim Tastipikor tersebut dibentuk 
berdasarkan Keppres Nomor 11 Tahun 2005.  
Komisi Pemberantasan Korupsi (Selanjutnya disingkat dengan 
KPK) dibentuk dengan UU Nomor 30 Tahun 2002 tanggal 27 
Desember 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi. Pembentukan komisi ini merupakan amanat dari pasal 43 UU 
No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  
KPK dibentuk dengan pertimbangan bahwa pemberantasan korupsi 
yang dilaksanakan oleh sub sistem utama yaitu kepolisian dan 
kejaksaan belum dapat dilaksanakan secara optimal, sehingga perlu 
ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. 
2) Bentuk Komisi Pemberantasan Korupsi  
Oleh undang-undang, KPK diberi status sebagai lembaga negara 
yang independen dalam melaksanakan tugas wewenangnya dan bebas 
dari pengaruh kekuasaan manapun, hal ini secara tegas dijelaskan 
dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Pasal 3. Di dalam pasal 
3 tersebut berbunyi: “Komisi Pemberantasan Korupsi adalah Lembaga 
Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat 
independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun” Sebagai 
lembaga negara yang independen KPK bertanggung jawab kepada 
publik atas pelaksanaan tugas wewenangnya dengan menyampaikan 
laporan secara terbuka dan berkala kepada Presiden, DPR, dan BPK.  
Dalam pemberantasan korupsi, jelas bahwa pembuat undang-
undang membentuk KPK sebagai lembaga negara yang berdiri sendiri, 
bahkan dapat disebut sebagai “super body” di atas sub sistem dalam 
sistem peradilan pidana yang sudah eksis yaitu kepolisian dan 
kejaksaan. KPK mempunyai organisasi yang terpisah dengan dukungan 
pembiayaan dan personil yang terpisah dari kepolisian maupun 
kejaksaan. KPK mengangkat dan memberhentikan penyelidik, 
penyidik, dan penuntut umum sendiri, lepas dari kepolisian maupun 
kejaksaan.  
Sebagai “super body” dalam system peradilan pidana, KPK diberi 
tugas koordinasi dan supervisi terhadap kepolisian dan kejaksaan 
dalam melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kasus 
korupsi. Dalam hubungan ini KPK dapat meminta laporan dari 
kepolisian dan kejaksaan: KPK dapat mengambil alih penyidikan atau 
penuntutan yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.  
3) Tugas dan Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi.  
KPK juga diberi wewenang khusus dalam penyidikan di luar acara 
yang sudah ditetapkan dalam KUHAP, misalnya: dapat melakukan 
penyitaan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri; dapat meminta kepada 
bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan 
tersangka atau terdakwa tanpa melalui Gubernur Bank Indonesia; dapat 
memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk 
memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya. Dengan status, 
tugas, dan wewenang seperti tersebut diatas, pembentuk undang-
undang mengharapkan KPK mampu meningkatkan daya guna dan hasil 
guna dalam upaya pemberantasan korupsi 
.<http://www.pemantauperadilan.com> 
Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Komisi 
Pemberantasan Korupsi berdasarkan asas-asas : a). Asas Kepastian 
Hukum, b). Asas Keterbukaan, c). Asas Akuntabilitas, d). Asas 
Kepentingan Umum, dan  e). Asas Proposionalitas. 
Menurut ketentuan pasal 6 Undang-undang 30 Tahun 2002, Komisi 
Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas-tugas sebagai berikut: 
a. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan 
pemberantasan tindak pidana korupsi. 
b. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan 
pemberantasan tindak pidana korupsi. 
c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap 
tindak pidana korupsi.  
d. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana 
korupsi; dan  
e. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan 
negara. 
Menurut ketentuan pasal 15 Undang-undang 30 Tahun 2002, 
Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai Kewajiban: 
a. Memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang 
menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan 
mengenai terjadinya tindak pidana korupsi; 
b. Memberikan informasi kepada masyarakat yang memerlukan 
atau memberikan bantuan untuk memperoleh data lain yang 
berkaitan dengan hasil penuntutan tindak pidana korupsi yang 
ditanganinya; 
c. Menyusun laporan tahunan dan menyampaikan kepada Presiden 
Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan.  
d. Menegakkan sumpah jabatan; 
e. Menjalankan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya 
berdasarkan asas-asas sebagimana dimaksud dalam pasal 5. 
Dari uraian diatas terlihat memang kewenangkan KPK sangat luas 
bahkan menjadi “super body” karena dalam hal penyidikan delik 
korupsi lembaga ini lebih tinggi dari Jaksa Agung. Karena dapat 
mengambil alih perkara dari kejaksaan bahkan mensupervisi lembaga 
kejaksaan dan kepolisian dalam penyidikan delik korupsi walaupun 
dalam prakteknya tidak mampu dilakukan.  
Wewenang seperti ini tidak terdapat di negara manapun hanya ada 
di KPK. Karena komisi ini dibentuk setelah melakukan studi banding 
terlebih dahulu di Hongkong, Malaysia, dan Singapura yang juga 
memiliki komisi yang sama.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
2.    Kerangka Pemikiran 
  Berkenaan dengan peneliti menyelesaikan permasalahan didalam penulisan 
hukum ini, peneliti akan menyajikan paparannya dalam skematik kerangka 
pemikiran sebagai berikut : 
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Diatur 
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Gambar 1. Kerangka Pemikiran 
 
 
Penjelasan :  
 Di dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
disebutkan terdapat ada 34 lembaga negara. Lembaga tersebut ada yang bersifat utama 
atau primer, dan ada pula yang bersifat sekunder atau penunjang (auxiliary). Organ 
lapis pertama disebut sebagai lembaga tinggi negara, organ lapis kedua disebut 
sebagai lembaga negara saja, sedangkan organ lapis ketiga merupakan lembaga 
daerah. Sebagai lembaga tinggi negara yaitu : 
1). Presiden dan Wakil Presiden. 
2). Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). 
3). Dewan Perwakilan Daerah (DPD). 
4). Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR). 
5). Mahkamah Konstitusi (MK). 
6). Mahkamah Agung (MA). 
7). Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 
 Dalam lembaga tinggi negara yang disebutkan diantaranya Mahkamah 
Konstitusi dan Mahkamah Agung. Kedua lembaga tinggi negara tersebut diatur dalam 
pasal 24 Undang-undang Dasar 1945 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mana 
sebagai fungsi kehakiman hanya dua yaitu Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah 
Agung. Jika diuraikan lebih rinci yaitu mengenai kekuasaan kehakiman dalam pasal 
24 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi : 
“Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur 
dalam undang-undang” 
Sedangkan yang ditentukan dalam pasal 24 ayat (3) UUD 1945 dapat 
membuka pintu bagi lembaga-lembaga negara lain yang fungsinya berkaitan dengan 
kekuasaan kehakiman yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam UUD 1945. 
Artinya selain Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, serta Komisi Yudisial 
dan Kepolisian Negara yang sudah diatur dalam Undang-undang Dasar 1945, masih 
ada badan-badan lain yang jumlahnya lebih dari satu yang mempunyai fungsi yang 
berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.  
 Badan-badan lain tersebut lebih dari satu, karena disebut dalam pasal 24 ayat 
(3) tersebut diatas adalah badan-badan. Artinya, selain Kejaksaan Agung, masih ada 
lagi lembaga lain yang fungsinya juga terkait dengan kekuasaan kehakiman. Yaitu 
yang menjalankan fungsi Penyelidikan, Penyidikan, dan/atau Penuntutan. Lembaga-
lembaga dimaksud adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Nasional 
Hak Asasi Manusia (KomNas HAM) dan sebagainya.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
BAB III 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Status Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Dalam Sistem Ketatanegaraan 
Indonesia 
1. Wacana Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 
Di Indonesia, masalah korupsi seperti tidak pernah berakhir melanda 
kehidupan masyarakat Indonesia. Dari awal negara Republik Indonesia berdiri 
hingga saat ini, pemerintah dan masyarakat senantiasa disibukkan dalam urusan 
pemberantasan kejahatan korupsi. Perhatikan saja, cukup banyak peraturan 
perundang-undangan pemberantasan korupsi yang dibuat dan diganti dalam 
kurun waktu keberadaan negara ini. Berturut-turut peraturan perundang-undangan 
silih berganti, mulai dari KUHP, Peraturan Penguasa Militer Nomor : 
Prt/PM/06/1957 tertanggal 9 April 1957, Peraturan Penguasa Perang Pusat 
Nomor : PRT/PEPERPU/013/1958 tanggal 16 April 1958, Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 1960 (yang disahkan menjadi 
Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961), Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 1971, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001, sampai dengan terakhir Undang-Undang 30 
Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jika diamati 
setiap konsiderans maupun penjelasan umum perundang-undangan, maka 
ternyata setiap pergantian dan perubahan perundang-undangan senatiasa 
didasarkan pada “pertimbangan-pertimbangan” bahwa korupsi telah banyak 
merugikan keuangan dan perekonomian negara, perundang-undangan yang ada 
tidak lagi efektif memberantas tindak pidana korupsi yang semakin meningkat 
dan kompleks. Akan tetapi anehnya, setiap pergantian atau perubahan atas 
perundang-undangan pemberantasan tindak pidana korupsi, senantiasa terjadi 
pada masa-masa peralihan situasi politik. Lihat saja, lahirnya Peraturan Penguasa 
Militer Nomor : Prt/PM/06/1957 dan Peraturan Penguasa Perang Pusat Nomor : 
PRT/PEPERPU/013/1958 yang berada dalam situasi politik setelah Republik 
Indonesia memperoleh kemerdekaan dan sistem politik pemerintahan 
berdasarkan UUD sementara 1950. Diundangkannya Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 berada dalam peralihan sistem 
politik setelah berlakunya UUD 1945 berdasarkan dekrit Presiden 5 Juli 1959 
yang menggantikan UUD sementara 1950. Keberadaan Undang-Undang Nomor 
3 Tahun 1971 yang lahir dalam sistem politik Orde Baru, era kekuasaan Suharto, 
yang menggantikan sistem politik Orde Lama, era kekuasaan Sukarno. Demikian 
pula lahirnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 
20 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 adalah berada dalam 
sistem politik era reformasi menggantikan sistem politik Orde Baru yang 
diciptakan pada masa era kekuasaan Suharto. Apakah hal itu secara kebetulan 
atau sengaja dijadikan isu politik untuk men”suci” kan diri bagi pemerintahan 
yang sedang berkuasa ataupun oleh pihak-pihak yang ingin berkuasa, tidak dapat 
diketahui dengan pasti. Namun yang jelas, setiap terungkap kasus-kasus korupsi 
yang besar, segera menyentakkan dan meresahkan masyarakat. Selanjutnya di 
ikuti dengan peningkatan tuntutan masyarakat agar kasus-kasus korupsi dimaksud 
segera diselesaikan melalui proses peradilan. Lahirlah Komisi Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi (KPK) adalah untuk menjawab tuntutan yang dimaksud. 
Sebelum adanya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut masalah 
korupsi selalu diperbincangkan dan tidak pernah ada penyelesaian bagaimana 
caranya lagi memberantas korupsi. Masalah korupsi sebenarnya sudah di 
upayakan pemberantasannya dengan berbagai cara seperti dibentuknya Tim 
Pemberantasan Korupsi dan lain sebagainya. Namun hal itu tidak penah ada hasil 
yang nyata dalam hal pemberantasan korupsi yang terjadi di Indonesia.  
Pada pidato kenegaraan di depan anggota DPR/MPR tanggal 16 Agustus 
1967, Pj Presiden Suharto menyalahkan rezim orde lama yang tidak mampu 
memberantas korupsi sehingga segala kebijakan ekonomi dan politik berpuast 
diistana. Pidato itu member isyarat bahwa Suharto bertekad untuk memberantas 
korupsi sampai keakar-akarnya.  
Ketika laksamana Sudomo diangkat sebagai Pangkopkamtib, dibentuklah 
Opstib (Operasi Tertib) deringan tugas antara lain juga memberantas korupsi. 
Kebijakan ini hanya melahirkan sinisme di masyarakat. Tak lama setelah Opstib 
dibentuk, suatu ketika timbul perbedaan pendapat yang cukup tajam antara 
Sudomo dengan Nasution. Hal itu menyangkut pemilihan metode atau cara 
pemberantasan korupsi, Nasution berpendapat apabila ingin berhasil dalam 
memberantas korupsi harus dimulai dari atas. Nasution juga menyarankan kepada 
Laksamana Sudomo agar memulai dari dirinya. Seiring dengan berjalannya 
waktu, Opstib pun hilang ditiup angin tanpa bekas sama sekali 
Pada saat orde baru dan sebelumnya “korupsi” lebih banyak dilakukan oleh 
kalangan elit pemerintah, maka kemudian Persiden BJ Habibie pernah 
mengelurkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan 
Negara yang bersih dan bebas dari KKN.    
Selain tersebut diatas, pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 
yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 didasarkan pada alas 
an-alasan sebagaimana dapat dicermati dari penjelasan umum Undang-Undang 
tersebut yang menyatakan bahwa penegakan hukum untuk memberantas tindak 
pidana korupsi yang dilakukan konvensional selama ini terbukti mengalami 
berbagai hambatan. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar 
biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan 
luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya 
pemberantasan tindak pidana korupsi yang pelaksanaanya dilakukan secara 
optimal, intensif, professional serta berkesinambungan.  
Dengan berbagai wacana permasalahan diatas, maka memang sudah waktu 
dan saatnya mempunyai lembaga yang mempunyai kewenangan dan legitimasi 
yang kuat dalam rangka upaya pemberantasan korupsi yang optimal. Sehubungan 
dengan hal tersebut maka, Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai 
salah satu lembaga khusus yang menangani pemberantasan korupsi di Indonesia 
sekarang ini sangatlah perlu dibentuk yang mana keadaan Korupsi di Indonesia 
memang sudah pada tahap yang mengkhawatirkan.     
 
2. Dasar Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 
Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 
30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 1 
Undang-Undang ini menentukan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi 
merupakan serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak 
pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervise, monitor, penyelidikan, 
penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran 
serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Tindak pidana korupsi itu sendiri adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Setiap penyelenggaraan Negara 
yang bersih dan dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, diharapkan dapat 
dibebaskan dari segala bentuk perbuatan yang tidak terpuji ini, sehingga 
terbentuk aparat dan aparatur penyelenggara negara yang benar-benar bersih dan 
bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.  
Dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 ini, nama Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi selanjutnya disebut Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK). Status hukum komisi ini secara tegas ditentukan 
sebagai lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya 
bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Pembentukan 
komisi ini bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna upaya 
pemberantasan tindak pidana korupsi yang sudah berjalan sejak sebelumnya. 
Dalam menjalankan tugas dan wewenang itu, komisi bekerja berdasarka asas-asas 
(a) kepastian hukum, (b) keterbukaan, (c) akuntabilitas, (d) kepentingan umum, 
(e) proposionalitas. 
3. Kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga negara yang bersifat 
independen dan berkaitan dengan kekuasaan kehakiman tetapi tidak berada di 
bawah kekuasaan kehakiman. Adanya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di 
Indonesia yang sifatnya independen masih sering di perdebatkan karena masih 
kurang jelasnya keberadaan lembaga tersebut. Hal ini sangat mencemaskan 
banyak kalangan terkait penataan kelembagaan yang kurang sempurna dalam 
sistem ketatanegaraan. Disamping itu, arti dari sistem ketatanegaraan tersebut 
adalah pengelolaan suatu negara tersebut. Dengan adanya permasalahan tersebut 
maka pengelolaan suatu negara tersebut masih sangat kurang dan belum 
mencapai sistem ketatanegaraan yang baik. Sehingga sebaiknya penataan sistem 
ketatanegaraan lebih dioptimalkan dengan adanya banyaknya lembaga negara 
yang baru seperti Komisi Pemberantasan Korupsi.     
Dalam hal ini pernah ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam 
mempertimbangkan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara No.005/PUU-
I/2003 tentang perkara permohonan pengujian Undang-Undang No. 32 Tahun 
2002 tentang Komisi Penyiaran Indonesia (UU KPI) terhadap Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menyebutkan bahwa terdapat 
du perbedaan makna yang signifikan dari penyebutan lembaga negara dengan 
menggunakan huruf kecil dan huruf kapital pada L dan N. yang dimaksud 
“Lembaga Negara” tidak sama dengan “lembaga negara”. Penyebutan suatu 
lembaga sebagai “lembaga negara (dengan huruf kecil)” tidak memberikan status 
“Lembaga Negara” pada lembaga yang bersangkutan. Dalam penjelasan 
selanjutnya Mahkamah Konstitusi menjelaskan tentang kelahiran institusi-
institusi demokrasi dan “lembaga-lembaga negara” dalam berbagai bentuk 
diantaranya yang paling banyak di Indonesia adalah dalam bentuk komisi-komisi. 
Dalam penjelasan MK disebutkan bahwa :  
“Komisi Independen yang lahir ini memang merupakan sebuah konsekwensi 
logis dari sebuah negara demokrasi  modern yang ingin secara lebih 
sempurna menjalankan prinsip check and banlances untuk kepentingan yang 
lebih besar” 
Adapun dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi tentang kasus ini, Mahkamah 
Konstitusi menyatakan bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, instilah 
“lembaga negara” tidak selalu dimasukkan sebagai lembaga negara yang hanya 
disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
saja, atau yang dibentuk berdasarkan perintah konstitusi, tetapi juga ada lembaga 
negara lain yang dibentuk dengan dasar perintah dari peraturan di bawah 
konstitusi, seperti Undang-Undang dan bahkan Keputusan Presiden (Keppres). 
 Dengan demikian, ada yang berpendapat bahwa keberadaan Komisi 
Pemberantasan Korupsi adalah ekstra konstitusional adalah keliru. Karena, 
keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara tegas diatur dalam 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi 
(KPK) sebagai bentuk politik hukum pemberantasan korupsi di tanah air. Sejalan 
dengan putusan MK dalam menguji Undang-Undang Komisi Penyiaran Indonesia 
eksistensi lembaga negara adalah sah sepanjang telah diatur di dalam peraturan 
perundang-undangan termasuk bila diatur dalam Undang-Undang. 
 Disamping hal tersebut diatas, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 
diklasifikasikan sebagai komisi negara. Kemudian yang disebut dengan komisi 
negara independen adalah organ negara (state organs) yang diidealkan 
independen dank arena berada diluar cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, 
maupun yudikatif; namun justru mempunyai fungsi “campursari” ketiganya.  
 Beberapa komisi negara independen adalah juga organ konstitusi 
(constitutional organs), yang berarti eksistensi dan fungsinya diatur dalam 
konstitusi. Namun, itu bukan berarti bahwa semua komisi negara independen 
pastilah diatur dalam konstitusi.  
 Suatu konsep yang menyatakan bahwa keberadaan Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK) yang diatur dengan Undang-Undang mengacaukan sistem 
ketatanegaraan adalah tidak tepat. Karena secara teori ketatanegaraan, ketika 
merumuskan bagaimana suatu lembaga negara diluar eksekutif, yudikatif, dan 
legislatif, maka ada 3 teori yang ditawarkan. Pertama, separation of power yang 
berciri tidak menerima kehadiran lembaga-lembaga penunjang tersebut, sehingga 
bisa disimpulkan sebagai ekstra konstitusional. Kedua, separation of function 
yang berciri masih bisa menerima kahadirannya sepanjang berhubungan dengan 
fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ketiga, check and balances yang berciri 
menerima sepenuhnya kehadiran lembaga penunjang lain sebagai bagian prinsip 
kekuasaan ke-4 atau ke-5 dari cabang kekuasaan legislatif, yudikatif, dan 
eksekutif.  
Dengan demikian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga 
pemberantas korupsi yang kuat bukan berada di luar sistem ketatanegaraan, tetapi 
justru ditempatkan secara yuridis di dalam sistem ketatanegaraan yang rangka 
dasarnya sudah ada di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945.  
Urgensi keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi lebih penting jika dilihat 
dari sisi sosiologis pemberantasan korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi 
(KPK) dbutuhkan sebagai trigger mechanism untuk mendorong lembaga-lembaga 
penegak hukum yang selam ini belum berfungsi secara efektif, dan efisien dalam 
memberantas tindak pidana korupsi. 
4.  Peran dan Fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 
a. Visi dan Misi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 
Berkaitan dengan peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), maka 
diperlukan suatu adanya perumusan strategi, penetapan visi, misi, dan tujuan 
sangat perlu dilakukan. Adapun visi dan misi Komisi Pemberantasan Korupsi 
(KPK) adalah sebagai berikut : 
1) Visi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 
Visi merupakan gambaran masa depan yang hendak 
diwujudkan. Visi harus bersifat praktis, realistis untuk dicapai, dan 
memberikan tantangan serta menumbuhkan motivasi yang kuat bagi 
pegawai komisi untuk mewujudkannya. Visi Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK) adalah ; 
“Menjadi Lembaga Yang Mampu Mewujudkan Indonesia  
Yang Bebas dari Korupsi” 
Visi tersebut mengandung pengertian yang mendalam dan 
menunjukkan tekad kuat dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 
untuk segera dapat menuntaskan segala permasalahan yang 
menyangkut tindak pidana korupsi.  
2) Misi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 
Misi merupakan jalan pilihan untuk menuju masa depan. Sesuai 
dengan bidang tugas dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi 
(KPK), Misi Komisi Pemberantasan Korupsi adalah : 
a) Pendobrak dan Pendorong Indonesia yang bebas dari korupsi  
b) Menjadi Pemimpin dan Penggerak Perubahan Untuk 
Mewujudkan Indonesia yang Bebas dari Korupsi 
Dengan misi ini diharapkan Komisi Pemberantasan Korupsi 
menjadi pemimpin sekaligus mendorong dalam gerakan 
pemberantasan korupsi di Indonesia. Hal tersebut mempunyai makna 
bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga yang 
terdepan dalam pemberantasan korupsidi Indonesia serta menjalankan 
tugas koordinasi dan supervise terhadap instansi yang berwenang 
melakukan pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi.  
Peran yang akan dimainkan Komisi Pemberantasan Korupsi 
(KPK) adalah pendobrak kebekuan penegak hukum dan pendorong 
pemberantasan korupsi pada umumnya.   
Sedangkan tujuan yang hendak dicapai Komisi Pemberantasan Korupsi 
adalah : 
“Meningkatnya integritas aparat penegak hukum dan aparat 
pengawas dalam pemberantasan korupsi, disertai dengan 
berkurangnya niat dan peluang untuk melakukan korupsi, 
sehingga korupsi di Indonesia berkurang secara signifikan” 
Tujuan merupaka penjabaran visi dan misi, maka penetapan 
tujuan ini dilandasi oleh fakta bahwa tindak pidana korupsi di 
Indonesia sudah sangat meluas dan dilakukan secara sistematis dengan 
cangkupan yang telah memasuki berbagai aspek kehidupan 
masyarakat, berbangsa dan bernegara. Perkembangannya juga terus 
meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi 
maupun dari kerugian negara. 
Berdasarkan pertimbangan tersebut, pemberantasan tindak 
pidana korupsi harus dilakukan secara optimal, intensif, efektif, 
professional, dan berkesinambungan. Oleh karena itu, diperlukan 
kerjasama antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan instansi 
penegak hukum dari instansi lain serta seluruh komponen bangsa dan 
negara.  
b. Tugas dan Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempunyai tugas-tugas 
sebagaimana diatur di dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, 
sebagai berikut :  
1) Melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan 
pemberantasan tindak pidana korupsi. 
Dalam melaksanakan tugas koordinasi dengan instansi yang berwenang 
melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) berwenang : 
b. Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan 
terhadap tindak pidana korupsi; 
c. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan 
tindak pidana korupsi; 
d. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak 
pidana korupsi kepada instansi yang terkait; 
e. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi 
yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana 
korupsi; 
f. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak 
pidana korupsi. 
2) Melakukan supervise terhadap instansi yang berwenang melakukan 
pemberantasan tindak pidana korupsi; instansi yang berwenang adalah 
termasuk Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan 
Pembangunan, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara, 
inspektorat pada Departemen atau lembaga pemerintah Non-
Departemen. 
Dalam melaksanakan tugas supervise terhadap instansi yang 
berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) berwenang : 
a. Melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaah terhadap 
instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang 
berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan 
instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik.  
b. Mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku 
tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian 
atau kejaksaan.   
3) Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak 
pidana korupsi; 
Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan 
tindak pidana korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 
berwenang : 
a. Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan; 
b. Memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang 
seseorang bepergian ke luar negeri; 
c. Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan 
lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa 
yang sedang di periksa; 
d. Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya 
untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik 
tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait; 
e. Memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk 
memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya; 
f. Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau 
terdakwa kepada instansi yang terkait; 
g. Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi 
perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara 
perizinan, lisensi sarta konsensi yang dilakukan atau dimiliki 
oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti 
awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana 
korupsi yang sedang diperiksa; 
h. Meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak 
hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, 
dan penyitaan barang bukti di luar negeri; 
i. Meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait 
untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan 
penyitaan, dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang 
ditangani.  
4) Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. 
Dalam melaksanakan tugas pencegahan tindak pidana korupsi, Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) berwenang : 
a. Melakukan pendaftaran dan pemerikasaan terhadap laporan 
harta kekayaan penyelenggara negara; 
b. Menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi; 
c. Menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap 
jenjang pendidikan; 
d. Merancang dan mendorong terlaksanannya program sosilaisasi 
pemberantasan tindak pidana korupsi; 
e. Melakukan kampanye antikorupsi kepada masyarakat umum; 
f. Melakukan kerjasama bilateral atau multilateral dalam 
pemberantasan tindak pidana korupsi.  
5) Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintah negara.  
Dalam melaksanakan tugas monitor terhadap penyelenggaraan 
pemerintah negara, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang : 
a. Melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan 
administrasi di semua lembaga negara dan pemerintah; 
b. Member saran kepada pimpinan lembaga negara dan 
pemerintah untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil 
pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi 
korupsi; 
c. Melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa 
Keuangan, jika saran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 
mengenai usulan perubahan tersebut tidak diindahkan.  
Sedangkan kewenangan-kewenangan yang dimiliki Komisi 
Pemberantasan Korupsi sebagaimana diamanatkan di dalam Pasal 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, sebagai pendukung 
pelaksanaan tugas-tugas tersebut diatas atau yang dimaksudkan dalam Pasal 6 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Komisi Pemberantasan Korupsi 
(KPK) berwenang :  
1) Dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 6 huruf a, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berwenang : 
a. Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan 
terhadap tindak pidana korupsi; 
b. Menetapkan sistem pelaporan dalam pemberantasan tindak 
pidana korupsi kepada instansi yang terkait; 
c. Meminta informasi tentang kegiatan pemberntasan tindak 
pidana korupsi kepada instansi yang terkait; 
d. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi 
yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana 
korupsi. 
e. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak 
pidana korupsi. 
f. Wewenang lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 12, 13, dan 
14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. 
2) Dalam melaksanakan tugas supervise sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 6 huruf b, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berwenang 
melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi 
yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan 
pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam 
melaksanakan pelayanan publik.  
3) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang juga mengambil alih 
penyidikan dan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang 
sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.  
4) Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi mengambil alih penyidikan 
atau penuntutan, kepolisian atau kejaksaan wajib menyerahkan 
tersangka atau seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen 
lain yang diperlukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari 
kerja, terhitung sejak diterimannya permintaan Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK). 
Dijelaskan dalam penjelasan Pasal 8 ayat (3) bahwa ; 
Ketentuan ini bukan diartikan penyerahan fisik melainkan penyerahan 
wewenang, sehingga jika tersangka telah ditahan oleh kepolisian atau 
kejaksaan maka tersangka tersebut tetap dapat ditempatkan dalam 
tahanan kepolisian atau tahanan kejaksaan atau Komisi 
Pemberantasan Korupsi meminta bantuan kepada Kepala Rumah 
Tahanan Negara untuk menempatkan tersangka di Rumsh Tahanan 
tersebut. lihat pula penjelasan Pasal 12 ayat (1) huruf I.  
5) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan 
membuat dan menandatangani berita acara penyerahan sehingga segala 
tugas dan kewenangan kepolisian atau kejaksaan pada saat penyerahan 
tersebut beralih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 
6) Pengalihan penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 8, dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan 
alasan : 
a. Laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak 
dilanjuti; 
b. Proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut 
atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggung 
jawabkan; 
c. Penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi 
pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya; 
d. Penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi; 
e. Hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur 
tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau  
f. Keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau 
kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan 
secara baik dan dapat dipertanggung jawabkan. 
7) Dalam hal terdapat alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, 
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberitahukan kepada 
penyidik atau penuntut umum untuk mengambil alih tindak pidana 
korupsi yang sedang ditangani. 
8) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf 
c, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berwenang melakukan 
penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang : 
a. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan 
orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi 
yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara 
negara; 
Dalam penjelasan Pasal 11 huruf a dijelaskan bahwa ; yang 
dimaksud dengan “penyelenggara negara” adalah sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 
tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, termasuk Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah.   
b. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau 
c. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 
1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah). 
9) Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c,  Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK) berwenang : 
a. Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan; 
b. Memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang 
seseorang bepergian ke luar negeri; 
c. Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan 
lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa 
yang sedang di periksa; 
d. Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya 
untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik 
tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait; 
e. Memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk 
memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya; 
f. Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau 
terdakwa kepada instansi yang terkait; 
Dalam penjelasan Pasal 12 huruf f dijelaskan bahwa ; yang 
dimaksud dengan “tersangka atau terdakwa” adalah orang 
perorangan atau koorporasi.  
g. Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi 
perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara 
perizinan, lisensi sarta konsensi yang dilakukan atau dimiliki 
oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti 
awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana 
korupsi yang sedang diperiksa; 
Dalam penjelasan Pasal 12 huruf g dijelaskan bahwa; 
“Ketantuan ini dimaksudkan untuk menghindari penghilangan 
atau penghancuran alat bukti yang diperlukan oleh penyelidik, 
penyidik, atau penuntut atau untuk menghindari kerugian 
negara yang lebih besar ” 
h. Meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak 
hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, 
dan penyitaan barang bukti di luar negeri; 
i. Meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait 
untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan 
penyitaan, dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang 
ditangani. 
Dalam penjelasan Pasal 12 huruf I dijelaskan bahwa : 
“permintaan bantuan dalam ketentuan ini, misalnya dalam hal 
Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penahanan 
seseorang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, 
Komisi Pemberantasan Korupsi meminta bantuan kepada 
Kepala Rumah Tahanan Negara untuk menerima penetapan 
tahanan tersebut dalam Rumah Tahanan ” 
10) Dalam melakukan tugas pencegahan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 6 huruf d, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berwenang 
melaksanakan langkah atau upaya pencegahan sebagai berikut : 
a. Melakukan pendaftaran dan pemerikasaan terhadap laporan 
harta kekayaan penyelenggara negara; 
b. Menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi; 
c. Menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap 
jenjang pendidikan; 
d. Merancang dan mendorong terlaksanannya program sosilaisasi 
pemberantasan tindak pidana korupsi; 
e. Melakukan kampanye antikorupsi kepada masyarakat umum; 
f. Melakukan kerjasama bilateral atau multilateral dalam 
pemberantasan tindak pidana korupsi.  
11) Dalam hal melaksanakan tugas monitor sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berwenang :  
a. Melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan 
administrasi di semua lembaga negara dan pemerintah; 
b. Member saran kepada pimpinan lembaga negara dan 
pemerintah untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil 
pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi 
korupsi; 
c. Melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa 
Keuangan, jika saran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 
mengenai usulan perubahan tersebut tidak diindahkan.  
 
B. Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi di Dalam Struktur Ketatanegaraan   
1) Lembaga Negara Sebelum Adanya Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 
Dalam UUD 1945 sebelum amandemen tidak dikenal istilah lembaga negara, 
namun pada masa tersebut dikeluarkan ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang 
memorandum DPR Gotong Royong mengenai Sumber Tertib Hukum Republik 
Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia. 
Dalam lampiran Ketetapan MPRS tersebut terdapat skema tentang kekuasaan negara 
RI yaitu MPR sebagai lembaga yang langsung dibawah UUD, sedangkan Presiden, 
DPR, BPK, DPA, dan MA sebagai lembaga di bawah MPR. Istilah lembaga tertinggi 
dan tinggi negara baru di jumpai dalam ketetapan MPRS Nomor XIV/MPRS/1966, 
kemudian dalam tap MPRS Nomor X/MPRS/1969. Baru melalui Tap MPR Nomor 
III/MPR/1978 Tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi 
Negara dengan/atau Antar Lembaga-lembaga Tinggi Negara, istilah lembaga negara 
menemukan konsepnya, karena dalam Tap MPR tersebut dibedakan antara lembaga 
negara tertinggi yaitu MPR, dan lembaga tinggi yaitu Presiden, Dewan Pertimbangan 
Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksaan Keuangan, dan Mahkamah 
Agung.   
Adapun kedudukan dan hubungan antar lembaga tertinggi dan lembaga-
lembaga tinggi negara menurut UUD 1945 sebelum diamandemen, dapat diuraikan 
sebagai berikut: 
b. MPR  
Sebagai Lembaga Tertinggi Negara diberi kekuasaan tak terbatas (super 
power) karena “kekuasaan ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh 
MPR” dan MPR adalah “penjelmaan dari seluruh rakyat indonesia” yang 
berwenang menetapkan UUD, GBHN, mengangkat presiden dan wakil presiden. 
Susunan keanggotaannya terdiri dari anggota DPR dan utusan daerah serta 
utusan golongan yang diangkat. Dalam praktek ketatanegaraan, MPR pernah 
menetapkan antara lain: presiden sebagai presiden seumur hidup, presiden yang 
dipilih secara terus-menerus sampai 7 (tujuh) kali berturut-turut, memberhentikan 
sebagai pejabat presiden, meminta presiden untuk mundur dari jabatannya, tidak 
memperpanjang masa jabatannya sebagai presiden. Lembaga negara yang paling 
mungkin menandingi MPR adalah presiden yaitu dengan memanfaatkan kekuatan 
partai politik yang paling banyak menduduki kursi di MPR. 
Disamping itu, sebelum Perubahan UUD 1945, Republik Indonesia menganut 
prinsip supremasi MPR sebagai salah satu bentuk varian sistem supremasi 
parlemen yang dikenal di dunia. Oleh karena itu, paham kedaulatan rakyat yang 
dianut diorganisasikan melalui pelembagaan MPR yang dikonstrusikan sebagai 
lembaga penjelmaan seluruh rakyat Indonesia yang berdaulat yang disalurkan 
melalui prosedur perwakilan politik (political representation) melalui DPR, 
perwakilan daerah (regional representation) melalui utusan daerah, dan perwakilan 
fungional (functional representation) melalui utusan golongan. Ketiganya 
dimaksudkan untuk menjamin agar kepentingan seluruh rakyat yang berdaulat 
bener-bener tercermin dalam keanggotaan MPR sehingga lembaga yang 
mempunyai kedudukan tertinggi tersebut sah disebut sebagai penjelmaan seluruh 
rakyat. Sebagai organ negara atau lembaga yang diberi kedudukan tertinggi 
sehingga presiden sebagai penyelenggara kekuasaan negara diharuskan tunduk dan 
bertanggung jawab, lembaga MPR itu disebut pelaku tertinggi kedaulatan rakyat 
bahkan dalam pasal 1 ayat (2) UUD 1945 sebelum perubahan dirumuskan dengan 
kalimat: “kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis 
Permusyawaratan Rakyat”.   
Dalam konstruksi Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diubah, penempatan 
Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga negara tertinggi dikaitkan 
dengan tugas yang diembannya dalam merumuskan Garis-garis Besar Haluan 
Negara (pasal 3 UUD 1945) yang penyelenggaraannya di percayakan kepada 
presiden, karena Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang memilih Presiden 
dan Wakil Presiden (pasal 6 ayat (2) UUD 1945) serta Majelis Permusyawaratan 
Rakyat pulalah yang berwenang meminta dan menilai pertanggungjawaban 
presiden (Penjelasan UUD 1945). Konstruksi demikian pada hakikatnya sesuai 
dengan adagium, bahwa :  
Yang memilih memiliki kewenangan meminta pertanggungjawaban kepada 
yang dipilih 
Yang dipilih mengemban kewajiban member pertanggungjawaban kepada 
yang memilih. 
Dalam hal tersebut diatas, kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
sebagai lembaga tertinggi dapat dipahami dikaitkan dengan tugas dan wewenang 
yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 khususnya terhadap kedudukan 
Presiden dan Wakil Presiden, memang berada dibawah Majelis Permusyawaratan 
Rakyat, sedangkan Presiden dan Wakil Presiden sederajat dengan lembaga-
lembaga negara lain dinyatakan oleh Sri oemantri sebagai Berikut; 
… kedua jabatan di atas berada di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat 
akan tetapi mempunyai kedudukan yang sederajat dengan Lembaga-Lembaga 
Negara yang lain seperti Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pertimbangan 
Agung, Mahkamah Agung dan Badan Pemeriksa Keuangan. 
Meskipun demikian terhadap opini tersebut, perlu dikemukakan bahwa 
menurut Undang-Undang Dasar 1945 penempatan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat sebagai lembaga negara tertinggi hanya terkait dengan kedudukan Presiden 
sebagaimana dapat ditemukan dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, 
bahwa:  
Presiden yang diangkat oleh Majelis, bertunduk dan bertanggungjawab kepada 
mejelis. Ia adalah “mandataris” dari majelis, ia berwajib menjalankan putusan-
putusan majelis.  
Selain yang disebutkan diatas, menurut UUD 1945 sebelum Amandemen, 
MPR disamping memiliki tugas dan wewenang menetapkan GBHN (pasal 3), 
memilih Presiden dan Wakil Presiden (pasal 6), MPR juga mempunyai tugas dan 
wewenang menetapkan UUD, dan mengubah UUD (pasal 37). Selain itu MPR juga 
memegang kedaulatan penuh dari rakyat (pasal 1 ayat (2) UUD 1945 sebelum 
amandemen). Jadi MPR adalah satu-satunya lembaga yang memegang kedaulatan 
penuh dari rakyat, bahkan semua lembaga negara lain tunduk pada kekuasaan 
MPR.    
Dengan demikian, penempatan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai 
lembaga negara tertinggi, selain dalam kaitannya dengan presiden- tidak 
didasarkan pada konstitusi, melainkan diatur dalam ketetapan-ketetapan MPR(S) 
serta diperkuat dengan konvensi ketatanegaraan dalam bentuk sidang-sidang 
Majelis Permusyawaratan Rakyat.  
c. Presiden dan Wakil Presiden 
Penjelasan UUD 1945 menguraikan bahwa dibawah MPR, Presiden adalah 
penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi dalam menjalankan pemerintahan 
negara. Kekuasaan dan tanggung jawab adalah di tangan Presiden. Presiden adalah 
mandataris MPR, dia tunduk dan tanggung jawab kepada MPR. 
Presiden memegang posisi sentral dan dominan sebagai mandataris MPR, 
disamping itu juga presiden menjalankan kekuasaan pemerintahan negara tertinggi, 
selain itu disamping presiden memegang kekuasaan eksekutif (executive power), 
juga memegang kekuasaan legislatif (legislaitive power), dan kekuasaan yudikatif 
(judicative power). Dalam hal sebagai mandataris MPR presiden memang memiliki 
kekuasaan yang luas dan sangat besar. Presiden juga mempunyai hak prerogatif 
yang sangat besar. Memang sebelum diamandemennya UUD 1945 tidak ada aturan 
mengenai batasan periode seseorang dapat menjabat sebagai presiden serta 
mekanisme pemberhentian presiden dalam masa jabatannya.  
Dengan posisi mandataris itulah Presiden memiliki diskresi kekuasaan dan 
kewenangan yang sangat besar. Di samping memegang kekuasaan eksekutif 
(executive power), Presiden juga sekaligus memegang kekuasaan legislatif 
(legislatif power). Disamping itu, Presiden sebagai kepala negara memegang 
kekuasaan lainnya, seperti kekuasaan tertinggi atas angkatan perang, menyatakan 
perang, membuat perdamaian, membuat perjanjian dengan negara lain, dan lain-
lain seperti di atur pada pasal 10, 11, 12, 13, 14 dan 15 UUD 1945. Pada masa awal 
kemerdekaan, ketika lembaga-lembaga negara lain belum terbentuk Presiden 
dengan dibantu oleh sebuah komite nasional diberi kekuasaan untuk menjalankan 
kekuasaan lembaga-lembaga negara yang lain seperti MPR, DPR, dan DPA (pasal 
IV Aturan Peralihan UUD 1945). Dengan demikian UUD 1945, memang 
memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada Presiden. 
Meskipun demikian ditegaskan bahwa kekuasaan Presiden sebagai kepala 
negara tidak tak terbatas. Presiden senantiasa dapat diawasi oleh DPR, dan 
Presiden harus memperhatikan sungguh-sungguh suara DPR. Karena itu Presiden 
harus dapat bekerja bersama-sama dengan DPR, akan tetapi Presiden tidak 
bertanggung jawab kepada DPR.  
Dengan kewenangan yang begitu luas diberikan UUD kapada Presiden dalam 
ketatanegaraan Indonesia, posisi Presiden menjadi sangat dominan dalam 
penyelenggaraan kekuasaan negara. Dengan kewenangan membentuk undang-
undang dan menetapkan PERPU serta menetapkan peraturan pemerintah untuk 
menjalankan undang-undang, Presiden memiliki kekuasaan dan kewenangan yang 
sangat besar untuk membentuk undang-undang. Sementara pada posisi lain, UUD 
memberikan keleluasaan dalam banyak hal mengenai penyelenggaraan negara 
yang diserahkan kepada undang-undang. Selama masa orde baru hanya beberapa 
undang-undang yang datang dari DPR (hampir seluruhnya dari Presiden), bahkan 
kultur ini masih berjalan sampai sekarang setelah perubahan UUD. 
UUD 1945 hanya mengatur masa jabatan Presiden adalah 5 tahun dan 
sesudahnya dapat dipilih kembali (pasal 5), dan tidak mengatur sampai berapa 
periode seseorang dapat menjabat sebagai Presiden, dan tidak juga mengatur 
mengenai mekanisme pemberhentian Presiden oleh Wakil Presiden dalam hal 
Presiden mangkat, berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa 
jabatannya (pasal 8). Dalam praktek keketatanegaraan kita selama ini, persoalan ini 
telah menjadi perdebatan yang sangat panjang.   
Presiden sebagai kepala pemerintahan (executive real) diatur dalam pasal 4 
sampai dengan pasal 17, sedangkan pasal 10 sampai dengan pasal 15 diatur 
presiden sebagai Kepala Negara (executive nominal). Di sisi lain, presiden 
bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan 
membentuk undang-undang. Diakaitkan dengan mekanisme pengisian jabatan dan 
pemberhentiannya, presiden berkedudukan di bawah Majelis Permusyawaratan 
Rakyat dan sederajat dengan lembaga-lembaga negara lainnya.  
d. DPR 
Lebih lanjut, penjelasan UUD 1945 menguraikan bahwa kedudukan DPR 
adalah kuat. Di samping Presiden adalah Dewan Perwakilan Rakyat. DPR tidak 
dapat dibubarkan oleh Presiden. Setiap saat DPR dapat mengawasi Presiden, dan 
jika dalam pengawasan itu DPR menemukan bahwa Presiden telah melanggar 
haluan negara yang telah ditetapkan UUD atau yang telah ditetapkan MPR, maka 
MPR dapat diundang untuk mengadakan persidangan istemewa agar bisa meminta 
pertanggung jawaban kepada Presiden.  
Kewenangan DPR yang diatur didalam UUD 1945 sangat minim, yaitu 
memberikan persetujuan atas undang-undang yang dibentuk Presiden (pasal 20 
ayat 1 dan 2 jo pasal 5), member persetujuan atas PERPU (pasal 22), memberikan 
persetujuan atas anggaran (pasal 23) dan persetujuan atas pernyataan perang, 
perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain yang dilakukan oleh Presiden. 
Kewenangan DPR untuk mengawasi pemerintah/Presiden dan kewenangan untuk 
meminta MPR mengadakan sidang istimewa untuk meminta pertanggung jawab 
Presiden (fungsi kontrol) hanya diterangkan dalam penjelasan.  
UUD 1945 juga tidak mengatur bagaimana memilih anggota DPR, dan tidak 
satupun kata pemilu dalam UUD ini. Karena adalah wajar anggota DPR itu ada 
yang diangkat dan ada yang dipilih melalui pemilu, tergantung pada undang-
undang yang mengaturnya.  
e. DPA dan BPK 
Disamping itu UUD 1945, juga mengintrodusir badan-badan negara yang lain 
seperti Dewan Pertimbangan Agung(DPA), dan Badan Pemeriksa 
Keuangan(BPK). DPA hanya untuk member nasihat belaka kepada Presiden 
apakah diminta atau tidak diminta. DPA ini dijelaskan dalam penjelasan UUD 
adalah semacam council of statea. Sedangkan BPK adalah badan negara yang 
diberi tugas dan wewenang untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan 
negara, yaitu suatu badan yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah, 
tidak pula berdiri diatas pemerintah. Dalam praktek ketatanegaraan kita selam ini 
DPA ditempatkan sebagai Lembaga Tinggi Negara. Dalam posisi yang demikian 
dengan kewenangan yang sangat minim, keberadaan DPA ditata kembali dan 
ditempatkan posisi yang tepat menurut peran dan fungsinya.  
 
2) Lembaga Negara Setelah Adanya Perubahan Undang-Undang Dasar Negara RI 
Tahun 1945 
Salah satu tuntutan Reformasi 1998 adalah dilakukannya perubahan 
(amandemen) terhadap UUD 1945. Di samping tuntutan terhadap perubahan UUD 
1945, penyebutan terhadap UUD 1945 juga ikut dirubah. Setelah sebelum dilakukan 
perubahan penyebutan UUD 1945 adalah cukup dengan Undang-Undang Dasar 1945. 
Namun, setalah dilakukan perubahan penyebutan terhadap UUD 1945 menjadi 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini menunjukkan 
bahwa eksistensi Undang-Undang Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
lebih kuat kedudukannya sebagai Dasar Hukum Negara Republik Indonesia yang di 
buat pada tahun 1945 tersebut.  
Latar belakang tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 antara lain karena pada masa Orde Baru, kekuasaan tertinggi di 
tangan MPR (dan pada kenyataannya bukan di tangan rakyat), kekuasaan yang sangat 
besar pada Presiden, adanya pasal-pasal yang terlalu “luwes” (sehingga dapat 
menimbulkan multitafsir), kenyataan rumusan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 tentang semangat penyelenggaraan negara yang 
belum cukup didukung ketentuan konstitusi. 
Tujuan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 waktu itu adalah menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, 
kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi dan 
negara hukum, serta hal-hal lain yang sesuai dengan perkembangan aspirasi dan 
kebutuhan bangsa. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 dengan kesepakatan diantaranya tidak mengubah Pembukaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tetap mempertahankan 
susunan kenegaraan (staat structuur) kesatuan atau selanjutnya lebih dikenal sebagai 
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta mempertegas sistem 
Pemerintahan presidensiil.  
Sistem ketatanegaraan Indonesia sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat dijelaskan sebagai berikut: Undang-
Undang Dasar merupakan hukum tertinggi dimana kedaulatan berada di tangan rakyat 
dan dijalankan sepenuhnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 memberikan pembagian kekuasaan (separation of power) kepada 6 lembaga 
negara dengan kedudukan yang sama dan sejajar, yaitu Presiden, Majelis 
Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan 
Perwakilan Daerah (DPD), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung 
(MA), dan Mahkamah Konstitusi (MK). 
Dengan adanya pembagian kekuasaan tersebut, dalam ketatanegaraan 
Indonesia terdapatnya lembaga negara yang dibentuk atau diberikan wewenang  oleh 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan 
pembagian kekuasaan tersebut lebih rinci Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945telah menyebutkan pembagian kekuasaan tersebut. Adapun 
kedudukan dan hubungan serta pembagian kekuasaan antar lembaga-lembaga negara 
menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesudah 
diamandemen, dapat diuraikan sebagai berikut : 
a) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 
Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945, telah mengubah susunan, kedudukan serta kewenangan MPR secara 
prinsip. Perubahan ini dimulai dengan perubahan pasal 1 ayat 2 Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang semula berbunyi 
“Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR, 
diubah menjadi Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan 
munurut Undang-Undang Dasar”. Ada tiga perubahan sbstansi dalam ayat ini, 
yaitu perubahan :  
i. Kata “adalah” diubah menjadi “berada”. Kata  “adalah” menurut 
ahli bahasa adalah menunjukkan defines, pengertian atau memberi 
penjelasan. Dalam perumusan bahasa hukum dihindari penggunaan 
kata “adalah” dalam rumusan pasal kecuali pasal yang member 
pengertian atau penjelasan atau suatu istilah. Sedangkan substansi 
yang dimaksud dalam ayat ini adalah bukan untuk menjelaskan atau 
memberi pengertian atau suatu istilah tetapi menunjukkan 
“keberadaan” atau “posisinya”. Dengan demikian kata yang tepat 
untuk mengganti kata “adalah” yaitu kata “berada” yang 
menunjukkan posisi atau keberadaannya. 
ii. Kata “dilakukan sepenuhnya” diubah menjadi “dilaksanakan”. 
Perubahan ini membawa perubahan makna yang penting dan 
mendasar dalam perumusan ayat ini, tidak sekedar perubahan kata-
kata. Penggunaan kata “dilakukan sepenuhnya” berarti MPR adalah 
“pelaku” kedaulatan rakyat sepenuhnya dapat mengambil alih 
kedaulatan itu dari rakyat. Dengan demikian seluruh tindakan MPR 
adalah cerminan kedaulatan rakyat dan rakyat tidak dapat memprotes 
hal itu, karena “kedaulatan” telah diserahkan untuk dilakukan oleh 
MPR. Sedangkan kata “dilaksanakan” menunjukkan arti dijalankan 
atau diselenggarakan. 
iii. Kata “oleh Majelis Permusyawaratan” diubah menjadi “menurut 
Undang-Undang Dasar”. Sebelum perubahan “kedaulatan rakyat 
dilakukan oleh MPR”, sedangkan setelah perubahan “kedaulatan 
rakyat dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. 
Pertanyaannya siapa yang melaksanakan kedaulatan rakyat menurut 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945? 
Perdebatan-perdebatan saat perubahan pasal ini dilakukan 
“kedaulatan rakyat” dilaksanakan oleh lembaga-lembaga negara 
bahkan oleh rakyat secara langsung sesuai yang diatur dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jadi tidak 
menunjuk pada satu lembaga negara tertentu.  
Perubahan ini juga membawa konsekwensi hilangnya supremasi MPR 
sebagai lembaga negara tertinggi di negara Indonesia sebagai lembaga yang 
melakukan kedaulatan rakyat sepenuhnya seperti yang selama ini dikenal. 
Dengan demikian posisi MPR sebagai lembaga tertinggi sudah tidak relevan.  
Disamping perubahan tersebut diatas, didalam lembaga Majelis 
Permusyawaratan Rakyat masih terdapat pula perubahan-perubahan yang 
mendasar terkait dengan kewenangan MPR dan susunan keanggotaannya. 
Perubahan sangat mendasar mengenai kewenangan MPR adalah 
menghapuskan dua kewenangan MPR yang penting yaitu kewenangan dalam 
menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (pasal 3) serta kewenangan 
mengangkat Presiden dan Wakil Presiden (pasal 6 ayat 2). Penghapusan dua 
kewenangan ini saling terkait dan berhubungan. Karena Presiden tidak lagi 
diangkat oleh MPR, maka MPR tidak perlu lagi menetapkan Garis-garis Besar 
Haluan Negara untuk dijalankan oleh Presiden setiap lima tahun sekali.  
MPR tidak memiliki kewenangan untuk mengangkat Presiden dan 
Wakil Presiden, karena sekarang dipilih langsung oleh rakyat (pasal 6A). MPR 
sekarang ini hanya berwenang untuk melantik Presiden dan Wakil Presiden. 
Pelantikan ini hanya dalam rangka pengukuhan dan pengambilan sumpah 
Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih dalam pemilihan langsung oleh 
rakyat dihadapan sidang MPR. Walaupun demikian MPR masih berwenang 
untuk memilih Wakil Presiden dalam hal jabatan Wakil Presiden mangkat, 
berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya secara 
bersamaan dalam masa jabatannya, dari calon yang diajukan oleh partai politik 
atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan calon Wakil 
Presidennya memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua pada saat pemilu 
sebelumnya (pasal 8 ayat 3). 
Disamping kewenangan MPR yang disebutkan diatas tersebut MPR 
juga mempunyai kewenangan untuk tetap mengubah dan menetapkan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (pasal 3 ayat 1). 
Penambahan kata “mengubah” dalam ayat ini dimaksudkan agar tidak terjadi 
salah interprestasi bahwa MPR tidak berwenang untuk mengubah tapi hanya 
menetapkan saja. Dengan penambahan kata “mengubah dan” berarti MPR 
dapat mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945atau menetapkan saja.  
Selain itu perubahan kewenangan MPR yang lainnya, juga merupakan 
hal yang penting adalah perubahan susunan keanggotaan MPR. Sebelum 
perubahan, anggota MPR terdiri atas anggota-anggota DPR ditambah dengan 
utusan-utusan daerah-daerah dan golongan-golongan. Setalah perubahan, 
anggota MPR, terdiri atas anggota DPR dan anggota Dewan Perwakilan 
Daerah (DPD) yang dipilih melalui pemilihan umum (pasal 2 ayat 1). Dua 
perubahan penting dalam pasal 2 ayat 1 ini adalah dihilangkannya utusan 
daerah dan golongan-golongan yang diganti dengan anggota DPD serta 
penegasan anggota DPR dan DPD dipilih melalui pemilu.      
b) Presiden dan Wakil Presiden  
Semangat perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 mengenai jabatan Presiden dilatarbelakangi oleh 
pengalaman ketatanegaraan kita selama ini yang menunjukkan bahwa 
kekuasaan Presiden sangat besar, tidak ada pembatasan masa jabatan 
seseorang untuk menjadi Presiden serta mekanisme pemilihan Presiden hanya 
dilakukan oleh MPR dan tidak mapannya posisi Presiden yang setiap saat 
dapat dijatuhkan oleh MPR. Sistem presidensial yang dianut dan dilaksanakan 
menunjukkan kelemahan yang nyata. Pada saat sekarang ini dilakukannya 
perubahan ini dimaksudkan untuk membatasi beberapa kekuasaan Presiden, 
memperbaiki tata cara pemilihan dan pemberhentian Presiden dalam masa 
jabatannya, serta memperkuat sistem pemerintahan presidensial sekaligus 
memperkuat posisi Presiden.  
Dengan latar belakang dan maksud seperti itulah pada perubahan 
pertama UUD 1945, MPR mengubah pasal 5 Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu mengubah pasal 5 ayat 1, yang 
sebelumnya berbunyi “Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-
undang dengan persetujuan DPR” diubah menjadi “Presiden berhak 
mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR”. Dengan perubahan ini, 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah 
mengubah kekuasaan Presiden di bidang legislatif dalam membentuk undang-
undang. Kekuasaan legislatif itu diserahkan kepada DPR (pasal 20 ayat 1). 
Walaupun kenyataannya DPR tidak memiliki kekuasaan mutlak (mandiri) 
untuk membentuk undang-undang dan tetap harus dilakukan bersama 
Presiden. Pada perubahan pertama juga diubah pasal 7, mengenai jabatan 
Presiden sehingga seseorang hanya dapat menjabat sebagai Presiden untuk du 
periode saja. Pembatasan yang lainnya adalah mengenai kewenangan Presiden 
sebagai kepala negara untuk mengangkat duta dan menerima duta negara lain 
harus memperhatikan pertimbangan DPR (pasal 14 ayat 2). 
Sedangkan pertimbangan DPR atas pemberian Amnesti dan Abolisi 
dimaksudkan agar Presiden memperhatikan aspek-aspek politis dalam 
memberikan Amnesti dan Abolisi, karena Amnesti dan Abolisi adalah 
menyangkut kebijakan yang sangat bepengaruh besar atas keadaan dan 
stabilitas negara.  
Di dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 juga mengatur hal yang sangat tegas terkait dengan 
syarat Presiden serta tata cara pemilihan dan pemberhentian Presiden dalam 
masa jabatannya. Pengaturan ini dimaksudkan untuk menyempurnakan 
mekanisme demokrasi pemilihan Presiden yang dilakukan secara langsung 
oleh rakyat dan memperkuat sistem Presidensial. 
Dalam Pasal 6 UUD 1945 sebelum adanya perubahan hanya 
menentukan satu syarat seseorang bisa menjadi Presiden yaitu Presiden adalah 
orang Indonesia asli. Sedangkan dalam perubahan , syarat seseorang untuk 
dapat dicalonkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden (pasal 6); paling tidak 
memenuhi tiga syarat yaitu : 
i. Harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak 
pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri. 
ii. Tidak pernah mengkhianati negara; serta  
iii. Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas sebagai 
Presiden dan Wakil Presiden. 
iv. Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih 
lanjut dengan undang-undang. 
Dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 Pasal 7A ditentukan pula Alasan pemberhentian Presiden dalam masa 
jabatannya dipersulit dan ditentukan secara rinci, yaitu : 
i. Terbukti telah melakukan perbuatan melanggar hukum yang berupa 
pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana 
berat lainnya dan perbuatan tercela; atau 
ii. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan Wakil Presiden. 
Sedangkan mekanisme pemberhentian harus dilakukan dengan melalui proses 
sebagai berikut (pasal 7B), yaitu : 
i. Diajukan oleh DPR kepada MPR; 
ii. DPR meminta pendapat Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan 
mengadili pendapat DPR bahwa Presiden telah melakukan pelanggaran 
hukum maupun tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden; 
iii. Pendapat DPR tersebut terkait dengan fungsi pengawasan DPR; 
iv. Didukung oleh minimal 2/3 anggota DPR hadir dengan korum minimal 
2/3 anggota DPR; 
v. Mahkamah Konstitusi membenarkan pendapat DPR; 
vi. Diputuskan oleh MPR dengan suara minimal 2/3 anggota MPR yang 
hadir dengan jumlah korum minimal ¾ anggota MPR. 
Apabila Presiden Mangkat, berhenti, atau diberhentikan, digantikan oleh 
Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya.    
c) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 
Isu utama perdebatan pada perumusan perubahan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu panitia Ad Hoc III Badan 
Pekerja MPR RI pada perubahan pertama tahun 1999, adalah bagaimana 
menyempurnakan stuktur ketatanegaraan yang ada. Begitu kompleks dan 
banyaknya persoalan yang disampaikan dalam perdebatan awal itu, maka 
perubahan yang disepakati pada perubahan pertama ini adalah bagaimana 
mengurangi dan membatasi kekuasaan Presiden dan memperkuat posisi DPR 
sebagai lembaga negara yang memiliki kekuasaan membentuk undang-
undang. Sebelum perubahan, kekuasaan membentuk undang-undang berada 
ditangan Presiden sedangkan DPR hanya member persetujuan (pasal 5 ayat 1). 
Sedangkan setelah perubahan, kekuasaan membentuk undang-undang berada 
di tangan DPR (pasal 20 ayat 1), dan Presiden berhak mengajukan rancangan 
undang-undang.  
Perubahan selanjutnya adalah mengenai proses dan mekanisme 
pembuatan undang-undang antara DPR dan Presiden yang diatur dalam pasal 
20 ayat 2, 3, 4 dan 5, yaitu setiap rancangan undang-undang harus dibahas 
oleh DPR dan Presiden untuk memdapatkan persetujuan bersama (ayat 2). 
Perubahan-perubahan ini dimaksudkan untuk menempatkan posisi DPR sejajar 
dengan Presiden dalam bentuk undang-undang.   
Perubahan selanjutnya mengenai DPR ini adalah mengenai fungsi 
pengawasan yang dimiliki oleh DPR yang dalam UUD 1945 sebelum 
perubahan hanya disinggung dalam bagian penjelasan. Karena fungsi 
pengawasan ini dianggap penting dimiliki oleh DPR untuk berjalannya 
mekanisme control antar lembaga negara, maka ketentuan dalam penjelasan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945itu dimuat 
secara tegas dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 secara lebih jelas dan rinci sebagaimana diatur dalam 
pasal 20 A. 
Dalam Pasal 20 ayat 1, mempertegas tiga fungsi yang dimiliki oleh 
DPR, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. 
Penyebutan tiga fungsi ini tidak disebutkan secara tegas dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum perubahan 
maupun penjelasannya, akan tetapi hanya diatur dalam undang-undang 
mengenai susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD yang dilaksanakan 
dalam praktek ketatanegaraan.  
Dewan Perwakilan Rakyat juga memiliki fungsi-fungsi lainnya yang 
tersebar dalam bab-bab lain dari Undang-Undang Dasar ini yaitu : 
i. Mengusulkan pemberhentian Presiden sebagai tindak lanjut 
hasil pengawasan (Pasal 7A); 
ii. Melantik Presiden dan Wakil Presiden dalam hal MPR tidak 
dapat melaksanakan sidang untuk itu (Pasal 9); 
iii. Memberikan pertimbangan atas pengangkatan duta dan dalam 
hal menerima duta negara lain (Pasal 13); 
iv. Memberikan pertimbangan kepada Presiden atas pemberian 
Amnesti dan Abolisi (Pasal 14 ayat 2); 
v. Memberikan persetujuan atas pernyataan perang, membuat 
perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain (Pasal 11); 
vi. Memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan (Pasal 23F); 
vii. Memberikan persetujuan atas pengangkatan anggota Komisi 
Yudisial (Pasal 24B ayat 3); 
viii. Memberikan persetuan atas pengangkatan Hakim Agung (Pasal 
24A ayat 3); 
ix. Mengajukan 3 dari 9 orang anggota Hakim Konstitusi (Pasal 
24C ayat 3). 
 
 
d) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) 
Dengan adanya perubahan dalam UUD 1945, telah dibentuk sebuah 
lembaga negara baru dan tidak dikenal sebelumnya dalam struktur 
ketatanegaraan kita sebelumnya yaitu Dewan Perwakilan Daerah (DPD). 
Pembentukan DPD dimaksudkan untuk memberikan tempat bagi daerah-
daerah menempatkan wakilnya dalam badan perwakilan tingkat nasional untuk 
mengakomodir dan memperjuangkan kepentingan-kepentingan daerahnya 
sehingga memperkuat kesatuan nasional.  
Dalam perubahan UUD 1945 ini ditentukan dengan tegas bahwa 
anggota DPD dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum (Pasal 22C 
ayat 1), yang jumlahnya sama untuk setiap provinsi serta jumlah seluruh 
anggota DPD tidak lebih dari sepertiga anggota DPR (Pasal 22C ayat 2).  
Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945, menegaskan memberikan kewenangan yang terbatas kepada DPD dalam 
bidang legislasi, anggaran serta pengawasan. Dalam bidang legislasi DPD 
hanya berwenang untuk mengajukan dan ikut membahas rancangan Undang-
Undang (RUU) yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan 
daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan 
sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan 
dengan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah (Pasal 22D ayat 2 dan 
2).   
e) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 
Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan, Badan 
Pemeriksa Keuangan (BPK) ditempatkan pada salah satu ayat saja, yaitu ayat 
5 Pasal 23 UUD 1945. Karena BPK ini memiliki posisi strategis dalam sistem 
ketatanegaraan Indonesia dan semangat untuk mengakomodir prinsip-prinsip 
yang termuat dalam penjelasan UUD 1945 sebelum perubahan, maka BPK 
diatur dalam satu bab tersendiri. 
Di samping itu, semangat perubahan pengaturan mengenai BPK 
dilatarbelakangi oleh berbagai masalah dalam praktek ketatanegaraan kita 
yaitu posisi yang lemah dan terlalu banyak instansi atau lembaga pemerintah 
yang melakukan fungsi yang sama. Dengan semangat yang demikianlah BPK 
diatur dalam satu bab tersendiri, yaitu bab VIIIA, 3 Pasal dan 7 ayat. Pasal 
23E mengatur tentang kewenangan BPK memeriksa pengelolaan dan tanggung 
jawab tentang keuangan negara (ayat 1) yang hasilnya diserahkan kepada 
DPR, DPD, dan DPRD sesuai kewenangannya (ayat 2) dan ditindaklanjuti 
oleh lembaga perwakilan atau badan lain sesuai undang-undang (ayat 3).  
Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan 
DPD dan pengangkatannya oleh Presiden (Pasal 23F ayat 1). Ketentuan ini 
bermaksud menegaskan bahwa proses final penentuan anggota BPK dilakukan 
oleh DPR setelah mempertimbangkan pendapat DPD, sedangkan Presiden 
hanya meresmikannya dalam bentuk surat keputusan pengangkatan secara 
administrative dan melantiknya.  
f) Kekuasaan Kehakiman  
Perubahan pengaturan mengenai kekuasaan kehakiman dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimaksudkan untuk 
mempertegas posisi kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka 
dan pengaturan yang lebih lengkap tentang wewenang dari masing-masing 
lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman serta mekanisme pengisian 
anggota dari badan-badan kekuasaan kehakiman itu. Hal ini penting karena 
kekuasaan kehakiman yang bebas harus dijamin dan diatur secara tegas dalam 
Undang-Undang Dasar agar tidak disalah gunakan.  
1. Mahkamah Agung (MA) 
Mahkamah Agung adalah salah satu lembaga negara yang 
melakukan kekuasaan kehakiman yaitu kekuasaan yang 
menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan 
keadilan (Pasal 24 ayat 1). Kewenangan Mahkamah Agung adalah 
mengadili pada tingkat kasasi atas setiap perkara yang diajukkan 
kepadanya, menguji peraturan perundang-undangan dibawah 
undang-undang dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-
undang (Pasal 24A ayat 1). 
Dengan perubahan ini pula dipertegas empat lingkungan 
peradilan yaitu lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan 
agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata 
usaha negara. Walaupun pengadilan yang ada dalam empat 
lingkungan peradilan itu berada dibawah Mahkamah Agung bukan 
berarti MA dapat mempengaruhi putusan badan peradilan 
dibawahnya. Kedudukan badan-badan peradilan di bawah 
Mahkamah Agung itu adalah independen. Mahkamah Agung hanya 
dapat membatalkan atau memperbaiki putusan badan peradilan di 
bawahnya dalam tingkat kasasi. Sedangkan badan-badan lain yang 
fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam 
undang-undang (Pasal 24 ayat 3). Badan-badan lain yang dimaksud 
dalam ketentuan ini adalah misalnya kejaksaan, kepolisian, advokat 
atau pengacara dan lain-lain.  
2. Mahkamah Konstitusi 
Pembentukan Mahkamah Konstitusi dimaksudkan untuk 
menjaga kemurnian konstitusi. Inilah salah satu cirri dari sistem 
penyelenggaraan kekuasaan negara yang berdasarkan konstitusi. 
Setiap tindakan lembaga-lembaga negara yang melaksanakan 
kekuasaan negara harus dilandasi dan berdasarkan konstitusi. 
Tindakan yang bertentangan dengan konstitusi dapat diuji dan 
diluriskan oleh Mahkamah Konstitusi melalui proses peradilan 
yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi.  
Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan oleh Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945untuk 
mengadili pada tingkat pertama dan terkhir yang putusannya 
bersifat final untuk : 
1) Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
2) Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara 
yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
3) Memutus pembubaran partai politik; dan  
4) Memutus sengketa pemilu;  
5) Memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai 
dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil 
Presiden menurut Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945. 
Hakim konstitusi terdiri dari 9 orang yang ditetapkan oleh 
Presiden dari calon yang diajukkan masing-masing tiga orang oleh 
Mahkamah Agung, DPR, dan Presiden. Dengan demikian 9 orang 
hakim konstitusi itu mencerminkan perwakilan dari tiga cabang 
kekuasaan negara yaitu kekuasaan yudikatif, legislatif dan 
eksekutif.  
3. Komisi Yudisial  
Pembentukan Komisi Yudisial oleh Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilatarbelakangi oleh 
pemikiran bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka tidak bisa 
dibiarkan menjadi sangat bebas tanpa dapat dikontrol dan diawasi, 
walaupun pengawasan itu sendiri dalam batas-batas tertentu. Itulah 
sebabnya dibentuk Komisi Yudisial dimaksudkan untuk menjaga 
dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta perilaku 
hakim serta mengusulkan pengangkatan hakim agung. Komisi 
Yudisial itu sendiri adalah suatu badan kehakiman yang merdeka 
yang berada dalam lingkungan kekuasaan kehakiman tapi tidak 
menyelenggarakan peradilan. Untuk menjamin kredibilitas komisi 
ini, maka syarat-syarat untuk menjadi anggota komisi ini seseorang 
harus memiliki pengetahuan dan pengalaman dibidang hukum serta 
memiliki intergritas dan pengabdian yang tidak tercela. 
Pengangkatannya dilakukan oleh Presiden dengan persetujuan 
DPR.   
 
Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasca 
Amandemen, tidak dirinci secara tegas, apa yang termasuk lembaga negara. Satu-
satunya petunjuk yang diberikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945pasca Amandemen terdapat dalam pasal 24c ayat (1) yang menyebutkan 
salah satu wewenang Mahkamah Konstitusi adalah untuk “memutus sengketa 
kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD”.  
Berdasarkan hirarkhi perundang-undangan yang membentuknya, terdapat tiga 
kelompok lembaga negara, yaitu:  
1) Lembaga negara yang dibentuk/disebut/atau diberikan wewenang oleh 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
yaitu: 
1) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), diatur dalam Pasal 2 dan 3 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
2) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), diatur dalam Pasal 19-22B Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
3) Dewan Perwakilan Daerah (DPD), diatur dalam Pasal 22C dan 22 D 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
4) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), diatur dalam Pasal 22E, 23F dan 
23G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
5) Presiden, diatur dalam Pasal 4 sampai 17 Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
6) Wakil Presiden, diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
7) Kementerian Negara, diatur dalam Pasal 17 ayat (1), (2), dan (3) 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
8) Tentara Nasional Indonesia, diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
9) Kepolisian Negara Republik Indonesia, diatur dalam Pasal 30 Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
10) Dewan Pertimbangan Presiden, diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
11) Duta, diatur dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
12) Konsul, diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 
13) Komisi Pemilihan Umum (KPU), diatur dalam Pasal 22e ayat (4) 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
14) Bank Sentral, diatur dalam Pasal 23D Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 
15) Mahkamah Agung, diatur dalam Pasal 24 dan 24A Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
16) Mahkamah Konstitusi, diatur dalam Pasal 24 dan 24C Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
17) Komisi Yudisial, diatur dalam Pasal 24B Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
18) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan 
kehakiman, diatur dalam Pasal 24 ayat (3) UUD 1945. Kedalam 
lembaga ini dapat dimasukkan antara lain Kejaksaan Agung; 
19) Pemerintah Daerah Provinsi, diatur dalam Pasal 18 ayat (3), (5), (6), 
dan (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945; 
20) Gubernur selaku Kepala Daerah Provinsi, diatur dalam Pasal 18 ayat 
(4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
21) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, diatur dalam 
Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945; 
22) Pemerintah Daerah Kabupaten, diatur dalam Pasal 18 ayat (2), (3), (5), 
(6) dan (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945; 
23) Bupati selaku Kepala Daerah Kabupaten, diatur dalam Pasal 18 ayat 
(4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
24) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, diatur dalam Pasal 18 
ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945; 
25) Pemerintah Daerah Kota, diatur dalam Pasal 18 ayat (2), (3), (5), (6) 
dan (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945; 
26) Walikota selaku Kepala Daerah Kota, diatur dalam Pasal 18 ayat (4) 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
27) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota, diatur dalam Pasal 
18 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945; 
28) Satuan Pemerintah Daerah yang bertempat khusus atau istimewa, 
diatur dalam Pasal 18b ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 
29) Kesatuan Masyarakat Hukum adat, diatur dalam Pasal 18 B ayat (2) 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan  
30) Partai Politik, diatur dalam Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 22E ayat (3) 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
2) Lembaga negara yang dibentuk dan/atau memperoleh wewenang dari 
Undang-Undang, antara lain : 
1) Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), diatur dalam Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 1999. 
2) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), diatur dalam Pasal 43 Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999. 
3) Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), diatur dalam Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2002. 
4) Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU), diatur dalam Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999. 
5) Komisi Kebenaran dan Rekonsilidasi (KKR), diatur dalam Undang-
Undang Nomor 27 Tahun 2004 dan Komisi Nasional untuk Anak 
(Komnas Anak), diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. 
6) Komisi Kepolisian, diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2002. 
7) Komisi Kejaksaan, diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 
2004. 
8) Dewan Pers, diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 
2003. 
9) Dewan Pendidikan, diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 2003. 
3) Lembaga negara yang dibentuk dan diberikan wewenang dengan 
keputusan Presiden, adalah : 
1) Komisi Ombudsman Nasional (Keppres Nomor 44 Tahun 2000). 
2) Komisi Hukum Nasional (Keppres Nomor 15 Tahun 2000). 
3) Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Keppres 
Nomor 181 Tahun 1998). 
4) Dewan Maritim Nasional (Keppres Nomor 161 Tahun 1999). 
5) Dewan Ekonomi Nasional (Keppres Nomor 144 Tahun 1999). 
6) Dewan Pengembangan Usaha Nasional (Keppres Nomor 165 Tahun 
1999). 
7) Dewan Riset Nasional (Keppres Nomor 94 Tahun 1999). 
8) Dewan Pembina Industri Srategis (Keppres Nomor 40 Tahun 1999). 
9) Dewan Buku Nasional (Keppres Nomor 110 Tahun 1999). 
Ditambah dengan lembaga negara nondepartemen berdasarkan Keppres 
Nomor 3 Tahun 2002, yaitu : 
1) Lembaga Administrasi Negara (LAN). 
2) Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). 
3) Badan Kepegawaian Negara (BKN). 
4) Perpustakaan Nasional. 
5) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). 
6) Badan Pusat Statistik (BPS). 
7) Badan Standarisasi Nasional (BSN). 
8) Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten). 
9) Badan Intelegensi Negara (BIN). 
10) Lembaga Sandi Negara. 
11) Badan Urusan Logistik (Bulog). 
12) Badan Koordinasi Keluarga Berencana (BKKBN). 
13) Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional (LAPAN). 
14) Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakorsurtanal). 
15) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). 
16) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). 
17) Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). 
18) Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM). 
19) Badan Pertanahan Nasional (BPN). 
20) Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). 
21) Lembaga Informasi Nasional (LIN). 
22) Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas). 
23) Badan Penyelenggara Kebudayaan dan Pariwisata (BP Budpar). 
3) Struktur Lembaga – Lembaga Negara Baru di Indonesia   
Dampak dari perubahan terhadap amandemen Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 adalah banyaknya bemunculan lembaga-lembaga 
baru yang ada di Indonesia. Hal tersebut adalah suatu upaya perubahan terhadap 
sistem ketatanegaraan Indonesia yang lebih baik lagi. Dengan adanya bermunculan 
lembaga negara baru tersebut juga sangat membebani pengelolaan negara yang 
semakin sulit pengaturannya dan juga semakin sulitnya pembagian tugas lembaga 
negara yang satu dengan yang lain, terutama adanya lembaga negara yang satu dengan 
yang lain mempunyai keterkaitan dalam bidang yang sama.  
Berkembangnya demikian banyaknya lembaga-lembaga negara yang bersifat 
independen terutama, hal tersebut mencerminkan adanya kebutuhan untuk 
mendekonsentrasikan kekuasaan dari tangan birokrasi ataupun organ-organ 
konvensional pemerintahan tempat kekuasaan selama masa-masa sebelumnya 
terkonsentrasi. Sebagai akibat tuntutan perkembangan yang semakin kompeks dan 
rumit, organisasi-organisasi kekuasaan yang birokratis, sentralitis, dan terkonsentrasi 
tidak dapat lagi diandalkan. Karena itu, pada waktu yang bersamaan muncul 
gelombang deregulasi, debirokratisasi, privatisasi, desentralisasi, dan dekonsentrasi,  
Salah satu akibatnya, fungsi-fungsi kekuasaan yang biasannya melekat dalam 
fungsi-fungsi lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan bahkan yudikatif dialihkan 
menjadi fungsi organ tersendiri yang bersifat independen. Karena itu, kadang-kadang 
lembaga-lembaga baru tersebut menjalankan fungsi-fungsi yang bersifat campuran, 
dan masing-masing bersifat independen (independent bodies). 
Lembaga-lembaga independen itu sebagian lebih dekat ke fungsi legislatif, 
dan regulative, sebagian lagi lebih dekat ke fungsi administrative-eksekutif, dan 
bahkan ada juga yang lebih dekat kepada cabang kekuasaan yudikatif. Misalnya, 
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia fungsinya lebih dekat ke fungsi perjuangan 
aspirasi seperti DPR tetapi sekaligus dekat dengan fungsi pengadilan. Badan 
Pemeriksa Keuangan (BPK) jelas hubungannya sangat dekat dengan fungsi 
pengawasan oleh DPR. Meskipun demikian, substansi tugas BPK itu sebenarnya juga 
mempunyai sifat quasi atau semi peradilan. Karena itu lembaga serupa ini di perancis 
disebut Cour d’Compt. Disebut Cour atau pengadilan karena sifat pekerjannya juga 
bersifat peradilan.  
Komisi Yudisial jelas lebih dekat ke cabang kekuasaan kehakiman. Di 
samping itu, ada pula organ Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi 
(KPK), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), dan sebagainya. 
Berbeda dari Komisi Yudisial yang tercantum eksplisit dalam Pasal 24B Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ketiga lembaga terakhir ini 
belum diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
melainkan hanya diatur dalam undang-undang. Namun pengaturan mengenai hal ini 
terkait erat dengan delegasi pengaturan yang ditentukan oleh pasal 24 ayat (3) 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan 
“Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur 
dalam undang-undang ”. karena itu, ketiga lembaga tersebut dapat dikatakan memiliki 
constitusional importance yang setara dengan lembaga lain yang secara emplisit 
diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 seperti 
TNI, Kepolisian, dan Komisi Yudisial. Dalam sistem demokrasi dan negara hukum, 
kita tidak mungkin menganggap Kepolisian itu lebih penting daripada Kejaksaan 
Agung hanya karena Kepolisian diatur keberadaannya dalam Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sedangkan Kejaksaan Agung sama sekali 
belum ditentukan keberadaannya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 
Demikian pula dengan lembaga-lembaga seperti Komisi Penyiaran Indonesia 
(KPI), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 
Keuangan (PPATK), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan lain 
sebagainya yang dibentuk berdasarkan ketentuan undang-undang. Pada umumnya 
lembaga-lembaga ini bersifat independen dan mempunyai fungsi campuran antara 
legislatif, eksekutif, dan atau sekaligus yudikatif.  
Corak dan struktur organisasi negara kita di Indonesia juga mengalami 
dinamika perkembangan yang sangat pesat. Setelah masa reformasi sejak tahun 1998, 
banyak sekali lembaga-lembaga dan komisi-komisi independen yang dibentuk. 
Banyak orang yang bingung dan tidak mengerti dengan pertumbuhan kelembagaan 
semacam ini. Karena itu untuk melengkapi informasi mengenai soal, beberapa di 
antara lembaga-lembaga atau komisi-komisi independen dimaksud dapat diuraikan 
dibawah ini dan dikelompokkan sebagai berikut : 
1) Lembaga Tinggi Negara yang sederajat dan bersifat independen, yaitu : 
a) Presiden dan Wakil Presiden; 
b) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR); 
c) Dewan Perwakilan Daerah (DPD); 
d) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR); 
e) Mahkamah Konstitusi (MK); 
f) Mahkamah Agung (MA); 
g) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 
2) Lembaga Negara dan Komisi-Komisi Negara yang bersifat independen 
berdasarkan konstitusi atau yang memiliki constitutional importance lainnya, 
seperti: 
1. Komisi Yudisial (KY); 
2. Bank Indonesia (BI) sebagai Bank Sentral; 
3. Tentara Nasional Indonesia (TNI); 
4. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI); 
5. Komisi Pemilihan Umum (KPU); 
6. Kejaksaan Agung yang meskipun belum ditentukan kewenangannya 
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
melainkan hanya dalam Undang-Undang, tetapi dalam menjalankan 
tugasnya sebagai pejabat penegak hukum di bidang pro justisia, juga 
memiliki constitutional Importance yang sama dengan kepolisian; 
7. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga dibentuk berdasarkan 
Undang-Undang tetapi memiliki sifat constitutional Importance 
berdasarkan Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945;  
8. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOM-NAS-HAM) yang 
dibentuk berdasarkan Undang-Undang tetapi juga memiliki sifat 
constitutional importance.   
3) Lembaga-Lembaga independen lain yang dibentuk berdasarkan undang-
undang, seperti : 
a) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK); 
b) Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU); 
c) Komisi Penyiaran Indonesia (KPI); 
4) Lembaga-lembaga dan komisi-komisi di lingkungan eksekutif (pemerintah) 
lainnya, seperti Lembaga, Badan, Pusat, Komisi, atau Dewan yang bersifat 
khusus di dalam lingkungan pemerintahan, seperti : 
a)  Konsil Kedokteran Indonesia (KKI); 
b) Komisi Pendidikan Indonesia; 
c) Dewan Pertanahan Indonesia; 
d) Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas); 
e) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI); 
f) Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT); 
g) Badan Pertanahan Nasional (BPN); 
h) Badan Kepegawaian Nasional (BKN); 
i) Lembaga Administrasi Negara (LAN); 
j) Lembaga Informasi Nasional (LIN); 
5) Lembaga-lembaga dan komisi-komisi di lingkungan eksekutif (pemerintah) 
lainnya, seperti : 
a) Menteri dan Kementerian Negara; 
b) Dewan Pertimbangan Presiden; 
c) Komisi Hukum Nasional (KHN); 
d) Komisi Ombudsman Nasional (KON); 
e) Komisi Kepolisian; 
f) Komisi Kejaksaan.  
6) Lembaga, Korporasi, dan Badan Hukum Milik Negara atau Badan Hukum 
yang dibentuk untuk kepentingan negara atau kepentingan umum lainnya, 
seperti; 
a) Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA; 
b) Kamar Dagang dan Industri (KADIN); 
c) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI); 
d) BHMN Perguruan Tinggi; 
e) BHMN Rumah Sakit; 
f) Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia (KORPRI); 
g) Ikatan Notaris Indonesia (INI); 
h) Persatuan Advokat Indonesia (Peradi); 
Sebagaimana diuraikan diatas, disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah Amandemen terdapat lebih dari 30 
Lembaga Negara. Lembaga negara tersebut dapat dibedakan dari dua segi fungsinya 
dan dari segi hirarkinya. Hirarki lembaga negara itu penting untuk ditentukan, karena 
harus ada pengaturan mengenai perlakuan hukum terhadap orang yang menduduki 
jabatannya dalam lembaga negara itu. Mana yang lebih tinggi dan mana yang lebih 
rendah perlu dipastikan untuk menentukan tata tempat duduk dalam upacara dan 
besarnya tunjangan jabatan terhadap para pejabat. Untuk itu ada dua kreteria yang 
dipakai, yaitu (i) kreteria hirarki bentuk sumber normatif yang menentukan 
kewenangannya, dan (ii) kualitas fungsinya yang bersifat utama atau penunjang dalam 
sistem kekuasaan negara.  
Sehubungan dengan hal itu, maka dapat ditentukan bahwa dari segi fungsinya, 
lembaga-lembaga tersebut, ada yang bersifat utama atau primer, dan ada pula yang 
bersifat sekunder atau penunjang (auxiliary). Sedangkan dari segi hirarkinya, 
lembaga-lembaga tersebut dibedakan kedalam tiga lapis. Organ lapis pertama dapat 
disebut sebagai lembaga tinggi negara. Organ lapis kedua disebut sebagai lembaga 
negara saja, sedangkan organ lapis ketiga merupakan lembaga daerah. Memang benar 
sekarang tidak ada lagi sebutan lembaga tinggi dan lembaga tertinggi negara. Namun, 
untuk memudahkan pengertian, organ-organ konstitusi pada lapis pertama dapat 
disebut sebagai lembaga tinggi negara yaitu : 
1) Presiden dan Wakil Presiden;  
2) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR); 
3) Dewan Perwakilan Daerah (DPD); 
4) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR); 
5) Mahkamah Konstitusi (MK); 
6) Mahkamah Agung (MA); 
7) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); 
Organ lapis kedua dapat disebut lembaga negara saja. Ada yang mendapat 
kewenangannya dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
misalnya adalah Komisi Yudisial, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian 
Negara; sedangkan lembaga yang sumber kewenanganya adalah undang-undang, 
misalnya, adalah Komnas HAM, Komisi Penyiaran Indonesia, Komisi Pemberantasan 
Korupsi dan Sebagainya. Kedudukan kedua jenis lembaga negara tersebut dapat 
disebandingkan satu sama lain. Hanya saja, kedudukannya meskipun tidak lebih 
tinggi, tetapi jauh lebih kuat. Keberadaannya disebutkan secara emplisit dalam 
undang-undang, sehingga tidak dapat ditiadakan atau dibubarkan hanya karena 
kebijakan pembentuk undang-undang. Lembaga-lembaga negara sebagai organ 
konstitusi lapis kedua itu adalah : 
a. Menteri Negara; 
b. Tentara Nasional Indonesia; 
c. Kepolisian Negara; 
d. Komisi Yudisial; 
e. Komisi Pemilihan Umum; 
f. Bank Sentral. 
Dari keenam lembaga atau organ negara tersebut diatas, secara tegas 
ditentukan nama dan kewenangannya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 adalah Menteri Negara, dan Komisi Yudisial. Komisi 
Pemilihan Umum hanya disebutkan kewenangan pokoknya, yaitu sebagai lembaga 
penyelenggara pemilihan umum (pemilu). Akan tetapi, nama lembaganya apa, tidak 
secara tegas disebut, karena perkataan komisi pemilihan umum tidak disebut dengan 
huruf besar.  
Ketentuan Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 berbunyi : 
“Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat 
nasional, tetap, dan mandiri”. Sedangkan ayat (6)-nya berbunyi, “Ketentuan lebih 
lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang”. Oleh karena itu, 
dapat ditafsirkan bahwa nama kepada lembaga ini bukan komisi pemilihan umum, 
tetapi misalnya komisi Nasional atau nama lainnya.  
 Selain itu, nama dan kewenangan Bank Sentral juga tidak tercantum eksplisit 
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan 
pasal 23D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hanya 
menyatakan, “Negara memiliki suatu bank sentral yang susunannya, kedudukan, 
kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang”. 
Bahwa bank sentral itu diberi nama seperti yang sudah dikenal selama ini, yaitu 
“Bank Indonesia”, maka hal itu adalah urusan pembentuk undang-undang yang akan 
menentukannya dalam undang-undang. Demikian pula, dengan kewenangan bank 
sentral itu, menurut pasal 23D tersebut, akan diatur dengan undang-undang.  
 Dengan demikian derajat protokoler kelompok organ konstitusi pada lapis 
kedua tersebut diatas jelas berbeda dari kelompok organ konstitusi pada lapis pertama. 
Organ lapis kedua ini dapat disejajarkan dengan posisi lembaga-lembaga negara yang 
dibentuk berdasarkan undang-undang, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 
(Komnas HAM), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Penyiaran Indonesia 
(KPI), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Komisi Kebenaran dan 
Rekonsiliasi (KKR), Konsil Kedokteran Indonesia, dan lain-lain sebagainya.  
 Kelompok ketiga adalah organ konstitusi yang termasuk kategori lembaga 
negara yang sumber kewenangannya berasal dari regulator atau pembentuk peraturan 
dibawah undang-undang. Misalnya Komisi Hukum Nasional dan Komisi Ombudsman 
Nasional dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden belaka. Artinya, keberadaannya 
secara hukum hanya didasarkan atas kebijakan Presiden (Presidential policy) atau 
beleid Presiden. Jika Presiden hendak mebubarkannya lagi, maka tentu Presiden 
berwenang untuk itu. Artinya, keberadaanya sepenuhnya tergantung kepada beleid 
Presiden.    
 
8) Perbandingan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Negara Lainnya 
Banyaknya tumbuh lembaga-lembaga dan komisi-komisi, ataupun korporasi-
korporasi yang bersifat independen tersebut merupakan gejala yang mendunia, dalam 
arti tidak hanya di Indonesia. Seperti dalam perkembangan di inggris dan di Amerika 
Serikat, lembaga-lembaga atau komisi-komisi itu ada yang masih berada dalam ranah 
kekuasaan eksekutif, tetapi ada pula yang bersifat independendan berada di luar 
wilayah kekuasaan eksekutif, legislatif, ataupun yudikatif. Pada umumnya, 
pembentukan lembaga-lembaga independen ini di dorong oleh kenyataan bahwa 
birokrasi dilingkungan pemerintahan dinilai tidak dapat lagi memenuhi tuntutan 
kebutuhan akan pelayanan umum dengan standar mutu yang semakin meningkat dan 
diharapkan semakin efisien dan efektif.  
Pembentukan lembaga negara baru ternyata memang benar-benar sangat 
dibutuhkan pada saat sekarang ini untuk menunjang tugas negara. Di samping itu 
kebutuhan pembentukan lembaga negara ternyata pada saat ini tidak hanya terjadi di 
Indonesia sebagai negara berkembang ternyata juga di alami oleh negara-negara yang 
sudah maju. Hal ini memang suatu tuntutan bagi negara-negara di dunia untuk lebih 
mengoptimalkan pengeloaan suatu negara agar lebih baik.  
Di Indonesia Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah sebuah lembaga 
negara baru yang independen serta bersifat mandiri bebas dari pengaruh kekuasaan 
manapun. Hal ini merupakan sebuah konsep yang diadopsi dari pengalaman dari 
negara-negara lainnya yang memiliki lembaga negara serupa di negaranya masing-
masing.  
Negara-negara yang menjadi rujukan bagi Indonesia dalam mengadaptasi 
sistem pemberantasan korupsi melalui komisi independen antara lain adalah Australia, 
Hongkong, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Sebagai perbandingan dengan 
kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia, di bawah ini akan di 
uraikan kedudukan lembaga-lembaga serupa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 
di tiap-tiap negara tersebut dalam sistem pemerintahannya masing-masing : 
1) Australia 
Di negara ini, organisasi anti korupsi terdapat di setiap negara bagian 
dan melekat pada institusi yang telah ada, seperti kepolisian. Saat ini, satu-
satunya negara bagian yang memiliki lembaga negara bantu pemberantasan 
korupsi yang bersifat independen adalah New South Wales, sebuah negara 
bagian di wilayah tenggara Australia dengan Sydney sebagai ibukotanya. 
Lembaga ini bernama Independent Commission Against Corruption Act 
(Undang-Undang ICAC) Nomor 35 Tahun 1988 untuk beroperasi di 
lingkungan sektor publik New South Wales. Undang-undang itu sendiri telah 
mengalami perubahan, yaitu sejak tahun 1989 hingga tahun 2000. ICAC 
merupakan komisi yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan terfokus 
secara khusus pada tingkah laku korup, tidak hanya dengan melaksanakan 
penyidikan, tetapi juga bertugas untuk membantu mencegah korupsi di sektor 
publik dan mendidik masyarakat di sektor publik tersebut. Dalam menjalankan 
tugasnya, ICAC harus dapat menjaga kepercayaan masyarakat dengan 
mempertahankan independensi serta akuntabilitas. ICAC independen dalam 
melakukan operasi, termasuk dalam hal penyidikan, tidak tunduk kepada 
politisi, birokrat, partai politik, ataupun pemerintah. Walaupun dibiayai oleh 
publik, namun ICAC tidak bertanggung jawab kepada pemerintah melainkan 
kepada DPR negara bagian New South Wales, dalam hal ini suatu komite 
khusus dalam DPR yang bernama Parliamentary Joint Committee (PJC).      
2) Hongkong 
Sebagai wilayah khusus yang merupakan bagian dari Republik Rakyat 
Cina (RRC), Hongkong mempunyai hukum dasar atau Basic Law yang antara 
lain mengatur prinsip umum, hubungan antara pemerintah pusat Beijing 
dengan Hongkong, hak-hak dasar dan kewajiban penduduk, struktur politik, 
ekonomi, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Pada masa di 
bawah kedaulatan Inggris, Hongkong telah memiliki Anti Corruption Office 
(ACO) yang merupakan bagian antikorupsi di kepolisian Hongkong. Oleh 
karena semakin terorganisasinya korupsi di kalangan kepolisian, Gubernur 
Jenderal Hongkong saat itu mencanangkan pembentukan lembaga independen 
anti korupsi bernama Independen Commission Against Corruption (ICAC) 
pada tahun 1973. ICAC yang dipimpin oleh seorang Commissioner dan 
dibantu oleh tiga kepala divisi diangkat serta bertanggung jawab kepada 
Gubernur Jenderal, yang saat ini disebut sebagai kepala eksekutif (chief 
executive) 
3) Malaysia 
Sejak tahun 1961, Malaya yang kemudian berkembang menjadi 
Malaysia pada 31 Agustus 1963, telah mempunyai peraturan perundang-
undangan antikorupsi. Diawali dengan Akta Pencegahan Rasuah Nomor 57 
Tahun 1967 (Prevention of Corruption Act), selanjutnya disusul dengan 
keluarnya Emergency (Essential Power Ordinance) Nomor 22 Tahun 1970, 
Anti Corruption Agency Act Tahun 1982, dan terakhir, Anti Corruption Act 
(ACA) tahun 1997 yang menggabungkan ketiga undang-undang serta 
ordonansi sebelumnya dan berlaku hingga sekarang. Badan Pencegah Rasuah 
(BPR) sebagai lembaga pemberantas korupsi di negara Malaysia ini dibentuk 
berdasarkan Anti Corruption Agency Act tahun 1982. Berdasarkan Pasal 3 ayat 
(1) ACA tahun 1997, BPR dipimpin oleh seorang ketua pengarah (direktur 
jenderal) yang pengangkatannya dilakukan oleh yang Dipertuah Agung (Raja 
Malaysia) atas nasihat perdana menteri. Calon yang dipilih untuk menduduki 
jabatan ketua pengarah berasal dari kalangan pejabat publik, sehingga tertutup 
kemungkinan bagi masyarakat dari kalangan non-pemerintah untuk dapat 
memperoleh posisi ini. Puncak organisasi BPR sendiri berada pada kantor 
perdana menteri dan ketua Pengarah BPR berada langsung dibawahnya. Selain 
itu, BPR juga memiliki cabang di setiap wilayah federal di seluruh Malaysia. 
Dilihat dari kedudukannya, BPR tidak memiliki independensi yang jelas dan 
tegas karena keberadaannya dibawah administrasi kantor perdana menteri, 
pemimpinnya pun diangkat oleh yang Dipertuah Agung atas nasihat perdana 
menteri. Hal ini mengakibatkan mekanisme pertanggungjawaban BPR menjadi 
hal yang patut dipertanyakan, berbeda dengan ICAC di Australia yang 
pertanggungjawabannya jelas, yaitu kepada DPR negara bagian New South 
Wales sebagai lembaga yang mewakili rakyat. Dengan demikian, dapat 
dikatakan bahwa Malaysia belum memiliki lembaga antikorupsi yang 
independen dari pengaruh kekuasaan pemerintah.  
4) Singapura 
Negara paling kaya dan makmur di kawasan Asia Tenggara ini telah 
memiliki undang-undang antikorupsi sejak tahun 1960. Undang-undang yang 
memiliki nama resmi Prevention of Corruption Act (PCA) ini telah berkali-
kali diamandemen, yaitu pada tahun 1963, 1966, 1972, 1981, 1989, dan 1991. 
Karena tingkat korupsinya yang tergolong sangat rendah, Singapura tidak 
mengategorikan tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa 
sebagaimana di Indonesia. Hal ini terlihat dari sanksi bagi pelaku tindak 
pidana korupsi yang tercantum dalam PCA tidak lebih berat daripada sanksi 
yang tercantum dalam KUHP Singapura. Namun demikian, Singapura tetap 
membentuk suatu badan anti korupsi bernama Corrupt Practices Investigation 
Bureau (CPIB). Berbeda dengan KPK di Indonesia dan badan-badan 
antikorupsi di Australia, Malaysia, serta Thailand yang ditujukan untuk 
memberantas korupsi di kalangan aparat negara, CPIB di Singapura juga 
memiliki kewenangan untuk menangani korupsi di kalangan swasta.     
5) Thailand 
Upaya pemberantasan korupsi di negara Thailand melalui 
pembentukan aturan tertulis pertama kali tertuang di dalam Counter 
Corruption Act tahun 1975. Undang-undang yang diprakarsai oleh beberapa 
pejabat pemerintah bersama para anggota parlemen negara ini juga melahirkan 
Counter Corruption Commission (CCC), komisi antikorupsi yang pelaksanaan 
tugasnya bertanggung jawab kepada perdana menteri. Dalam perjalanannya, 
komisi ini dianggap berjalan tidak efektif karena wewenangnya yang terbatas 
dan pertanggungjawabannya yang tidak independen. Untuk menjawab kondisi 
itu, pada 8 November 1999, dibentuklah undang-undang baru yang diberi 
nama Organic Act on Counter Corruption. Sejalan dengan undang-undang 
baru tersebut, berdiri pula komisi antikorupsi baru yang diharapkan dapat 
menunjukkan kinerja lebih baik daripada komisi serupa sebelumnya. Komisi 
Nasional Pemberantasan Korupsi atau The National Counter Corruption 
Commission (NCCC) memiliki satu orang ketua (presiden) dan delapan orang 
anggota yang semuanya diangkat oleh raja atas nasihat senat. Sama seperti 
KPK di Indonesia, proses pengangkatan anggota NCCC di Thailand adalah 
yang paling baik dalam hal sistem pengangkatan dan rekrutmen pejabatnya 
karena diatur secara sangat rapid an terperinci. NCCC juga sangat independen 
dalam hal pertanggung jawaban, yaitu kepada rakyat melalui parlemen, 
berbeda dengan di Malaysia dan Hongkong yang bertanggung jawab kepada 
kepala pemerintahan.  
Sedangkan di Indonesia Komisi Pemberansan Korupsi (KPK) dibentuk dengan 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Komisi dibentuk sesudah dilakukan studi 
banding terlebih dahulu di Hongkong, Malaysia, SIngapura, Thailand dan juga 
Australia. Akan tetapi Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia, jauh lebih luas 
wewenangnya bahkan menjadi super body karena dalam hal penyidikan delik korupsi 
lembaga ini lebih tinggi dari Jaksa Agung, karena dapat mengambil alih perkara dari 
kejaksaan bahkan mensupervisi lembaga Kejaksaan dan Kepolisian dalam penyidikan 
delik korupsi walaupun dalam praktiknya tidak mampu dilakukan.  
Wewenang seperti itu tidak terdapat di negara manapun yang mempunyai 
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada umumnya KPK di negara-negara 
tersebut tidak mempunyai penuntut sendiri. Penuntut umum tetap berada di bawah 
Jaksa Agung. Di Malaysia BPR (KPK)nya juga mempunyai penuntut umum, tetapi 
mereka tetap berada di bawah koordinasi Jaksa Agung. Selain itu, BPR Malaysia pun 
langsung berada di bawah Perdana Menteri, jadi bukan lembaga independen. ICAC 
(KPK) Hongkong pun di bawah berada Gubernur Jenderal (sekarang kepala otoritas) 
dan tidak mempunyai penuntut umum sendiri apalagi hakim ad hoc.  
 
 
BAB IV 
KESIMPULAN DAN SARAN  
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisi Status dan 
Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia 
dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :  
1. Bahwa Status Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga negara 
yang bersifat independen dan berkaitan dengan kekuasaan kehakiman tetapi 
tidak berada di bawah kekuasaan kehakiman. Dalam hal ini juga di tegaskan 
terkait status keberadaan sebuah lembaga negara,  Mahkamah Konstitusi 
menyatakan bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, instilah “lembaga 
negara” tidak selalu dimasukkan sebagai lembaga negara yang hanya 
disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 saja, atau yang dibentuk berdasarkan perintah konstitusi, tetapi juga ada 
lembaga negara lain yang dibentuk dengan dasar perintah dari peraturan di 
bawah konstitusi, seperti Undang-Undang dan bahkan Keputusan Presiden 
(Keppres). Sedangkan, ada yang berpendapat bahwa keberadaan Komisi 
Pemberantasan Korupsi adalah ekstra konstitusional adalah keliru. Karena, 
keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara tegas diatur dalam 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK) sebagai bentuk politik hukum pemberantasan korupsi di tanah 
air. Dengan demikian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga 
pemberantas korupsi yang kuat bukan berada di luar sistem ketatanegaraan, 
tetapi justru ditempatkan secara yuridis di dalam sistem ketatanegaraan yang 
rangka dasarnya sudah ada di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945.  
2. Bahwa Kedudukan Organ lapis kedua dapat disebut lembaga negara saja. Ada 
yang mendapat kewenangannya dari Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, misalnya adalah Komisi Yudisial, Tentara Nasional 
Indonesia, dan Kepolisian Negara; sedangkan lembaga yang sumber 
kewenanganya adalah undang-undang, misalnya, adalah Komnas HAM, 
Komisi Penyiaran Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Sebagainya. 
Kedudukan kedua jenis lembaga negara tersebut dapat disebandingkan satu 
sama lain. Hanya saja, kedudukannya meskipun tidak lebih tinggi, tetapi jauh 
lebih kuat. Keberadaannya disebutkan secara emplisit dalam undang-undang, 
sehingga tidak dapat ditiadakan atau dibubarkan hanya karena kebijakan 
pembentuk undang-undang. 
 
B. Saran-saran  
1. Peneliti berharap DPR selaku Pembuat Undang-Undang atau yang memegang 
kekuasaan legislatif Perlu membuat dalam Peraturan Perundang-Undangan 
adanya mekanisme penataan terhadap lembaga negara baru yang lebih 
sistematis lagi sehingga tidak membinggungkan masyarakat pada umumnya. 
Salah satu tuntutan reformasi yang digulirkan sejak tahun 1998 adalah 
dibangunnya sistem ketatanegaraan yang berbasis secara murni dan konsekuen 
pada paham “kedaulatan rakyat” dan “negara hukum”. Disamping itu ternyata 
keberhasilan reformasi dalam menumbangkan orde baru, tidak disertai dengan 
manajemen reformasi, penegakan hukum dan persiapan yang matang. Oleh 
karena itu sangat mendesak perlu diadakan penataan serta sinkronisasi dan 
harmonisasi tentang fungsi tugas pokok dan wewenang masing-masing 
lembaga negara agar tidak terjadi kontradiksi dan memunculkan kompleksitas 
hubungan antar lembaga negara. Kelembagaan State auxialiary organ atau 
state auxialiary institutions seyogyanya diatur dalam Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
2. Penulis berharap DPR selaku Pembuat Undang-Undang atau yang memegang 
kekuasaan legislatif perlu membuat didalam Peraturan Perundang-Undangan 
adanya kejelasan mengenai sebutan terhadap lembaga negara yang dapat 
dijelaskan lebih rinci didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 terkait lembaga yang dibentuk berdasarkan  Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, lembaga yang 
dibentuk oleh undang-undang, dan lembaga yang dibentuk berdasarkan 
Keputusan Presiden (Keppres).  
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